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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas pokok Kementerian Kesehatan di bidang
administrasi pemerintahan perlu penyeragaman
pengelolaan  tata naskah dinas di lingkungan
Kementerian Kesehatan;

bahwa ketentuan Pengelolaan Tata Naskah Dinas
sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1538 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu
dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Tata

Naskah Dinas Kementerian Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara 4846);
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1
Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan  merupakan
acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan

dalam pengelolaan Tata Naskah Dinas.

Pasal 2
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. jenis dan format naskah dinas;
b. penyusunan naskah dinas;
c. pengamanan naskah dinas;

d. kewenanganan penandatangan; dan
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e. pengendalian naskah dinas.

Pasal 3
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pejabat di
lingkungan Kementerian Kesehatan masih dapat
menggunakan pengelolaan Tata Naskah Dinas sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1538
Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

Kementerian Kesehatan paling lama sampai dengan 31 Maret

2017.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 1538 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6

Peraturan Menteri Kesehatan ini berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah
adalah administrasi umum, Ruang lingkup administrasi unium
meliputi tata naskali dinas, penamaan lembaga, singkatan dan

akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran.

Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum
mencakup pengaturan tentang jenis, penyusunan, penggunaan
lambang negara, logo, cap dinas, serta penggunaan bahasa Indonesia

yang baik dan benar-dalam naskah dinas.

Keterpaduan tata naskah dinas Kementerian Kesehatan sangat
diperlukan untuk menunjang kelancaran komunikasi tulis instansi
dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
dalam bidang kesechatan secara efektif dan efisien. Untuk itu
diperlukan Pedoman Tata Naskah Dinas sebagai pedoman atau acuan
dalam melaksanakan tata laksana pemerintahan di lingkungan

Kementerian Kesehatan.

Ketentuan tata naskah dinas yang berlaku untuk lingkungan
Kementerian Kesehatan selama ini berpedoman pada Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 1538 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas. Dengan adanya Peraturan Kepala Arsip Nasional
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Reptiblik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas dan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedud ukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemeérintah Non Kementerian sebagaimiana telah wajuhl
kali diubah terakhir dengan Pératuran Presiden Nomor 3 Talun 2013,

ketentuan Pedoman Tata Naskah Dinas tersebut perlu disesuaikan:

Sehubungan dengan hal tersebuf, maka Pedoman Tata Naskah
Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1538 Tahun 2011 perlu disempurnakai,
B. Maksud dan Tojnan

1. Maksud
Maksud disusunnya Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan
adalah untuk digunakan sebagai pedeman atau acuan bagi para
pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam pengelolaan
persuratan.

2.  Tujuan
Tata Naskah Dinas Kenienterian Kesehatan bertujuan untuk
menciptakan kelancaran komunikasi tulis intern maupun ekstern
yvang efektif dan efisien dalam rangka mendukung tertib
administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
Kementerian Kesehatan.

C. Sasaran

1. Tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran dalam
penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian
Kesehatan.

2.  Terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dengan
unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum.

3. Tercapainya kemudahan dalam pengendalian komunikasi tulis.
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4. Tercapainya penyelenggaraan tata naskah dinas yang efektif dan
efisien.

Asas

1. Asas Efektif dan Efisien
Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif
dan efisien dalam penulisan, penggunaasn ruang atau lembar
naskah dinas, penentuan spesifikasi informasi serta dalam

penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.

1o

Asas Pembakuan

Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk

baku, termasuk jenis, penyusunan naskah dinas, dan tata cara

penyelenggaraarnya.

3. Asas Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan
dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan
keabsahan.

4.  Asas Keterkaitan
Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan unsur
administrasi umum lainnya.

5. Asas Kecepatan dan Ketepatan
Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau
satuan organisasi, naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat
waktu dan fepat sasaran antara lain dilihat dari kejelasan
redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian dan
distribusi.

6. Asas Keamanan

Naskah dinas harus aman sécara fisik dan substansi mulai dari

penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak,

pemberkasan, kearsipan dan distribusi:
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E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan
meliputi pengaturan tentang jenis dan format, penyusunar, priosip
dan prosedur penyusunan termasuk penggunaan lambang negara,
logo, cap dinas dan amplep serta kewenangan penandatanganan

naskah dinas.
F. Pengertian

1. Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang
meliputi tata naskah dinas (tata persuratan, distribusi, formulir,
dan media), penamaan lembaga, singkatan, kearsipan, dan tata
ruang perkantoran.

2. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang mengganbarkan
taat letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo
dan cap dinas.

3. Kode Klasifikasi Naskah adalah tanda pengenal isi naskah
berdasarkan sistem Tata Kearsipan Dinamis Kementerian
Kesehatan.

4. Komunikasi Intern adalah tata hubungan dalam penyampaian
informasi kedinasan yang dilakukan antar pejabat dalam satuan
kerja, secara vertkal dan/atau horisontal,

5. Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan antar unit dalam
penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh satuan
kerja dengan pihak lain di luar lingkungan satuan kerja yang
bersangkutan.

6. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalalh hak dan
kewajiban yang ada pada pejabat tuntuk menandatangani naskah
dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada
jabatannya.

7. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam
gambar Burung Garuda sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.
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11.

12.

13.

Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas lembaga negara,
pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, dan Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah-

Lampiran adalah bahan keterangan yang disertakan pada surat
asli sebagai buokti, pengunat tambahan ferhadap apa yang
dinyatakan di dalam surat.

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format,
teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan, serta
pengamanan naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi
kedinasan.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang
dilingktngan Kementerian Kesehatan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
Tembusan surat adalah hasil penggandaan dari suatu naskah
dinas yang jumlahnya sesuai dengan jumlah pejabat atau satuan
kerja yang dipandang perlu untuk mengetaliui isi surat dan
disebut dalam naskah asli sebagai penerima tembusan.

Verbal konsep surat adalah rancangan surat yang ditulis dalam
bentuk verbal oleh staf atau pejabat yang terkait dengan substansi
isi surat yang kemudian diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang

akan menetapkan dan herwenang menandatangani surat tersebut.

www.peraturan.go.id
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BAB I
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Jenis Naskah dinas terdiri atas naskah dinas arahan, naskah dinas

korespondensi, naskah dinas klnsus, laporan, dan telaah staf.

A. Naskah Dinas Arahan

Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan
pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan
dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap
lembaga yang berupa produk hukum yang bersifat penetapan, dan

penugasan,

1. Naskah Dinas Pengaturan

Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri dari Peraturan,

Instruksi, Standar Operasional Prosedur, dan Surat Edaran.

a. Perataran
Pengertian Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan
mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat
kebijakan pokok. Yang masuk dalam peraturan adalah
Peraturan Menteri dan Peraturan Pimpinan Unit Eselon I,
termasuk pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk
teknis.
Tata naskalh dinas untuk peraturan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Instruksi
1) Pengertian
lnstruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah
berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu
kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.
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Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat
vang berwenang menctapkan dan menandatangani
instruksi adalah pimpinan tertinggi lembaga,

Susunan

4) Kepala Bagian kepala instruksi terdiri dari:

(1) kop instruksi yang ditandatangani sendiri atau
atas nama pimpinan tertinggi lembaga
menggunakan lambang negara, yang disertai
nama lembaga dengan huruf kapital secara
simetris;

(2) kep instruksi yang ditandatangani oleh pejabat
selain pimpinan tertinggi lembaga baik pusat
maupun daerah dan sekretariat lembaga
negara mernggunakan logo, yang disertai nama
lembaga dengan huruf kapital secara simetris;

(8) kata instruksi dan nama jabatan pejabat
yang menetapkan, yang ditolis dengan Inuruf
kapital secara simetris;

(4) nomor instruksi, yang ditalis dengan huruf
kapital secara simetris;

(5) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;

(6) Jjudul instruksi, yang ditalis dengan Inuruf
kapital secara simetris; dan

(7) nama jabatan pejabat yang menectapkan
instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital,
dan diakhiri dengan tanda baca koma secara
simetris.

b) Konsiderans, bagian konsiderans instruksi terdiri
dari:

(1) Kkata Menimbang, yang memuat latar belakang

penetapan instruksi; dan
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(2) kata Mengingat, yang niemuat dasar hukum
sebagai landasan penetapan instruksi.

Batang Tubuh Bagian batang tubull instruksi

a

memuat substansi instruksi.

d) Kaki Bagian kaki instroksi ditempatkan di sebelah
kiri bawaly, yang terdiri dari:

(1) tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga)
dan tanggal penetapan instruksi;

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan; yang
ditulis dengan huruf Kkapital dan diakhiri
dengan tanda koma,

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan
instruksi; dan

(4) nama lengkap pejabat yvang menandatangani,
yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa
mencantumkan gelar.

Distribusi dan Tembusan Instruksi disampaikan kepada

pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu,

lerigkap serta aman. Pendistribusian instruksi diikuti

dengan tindakan pengendalian.

Hal yang Perlu Diperhatikan

a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok
sehingga  instruksi harus meronjuk pada suatu
peraturan perundang-undangan.

b) Wewenang penetapan dan penandatanganan
instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat
lain.
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Standar Opéerasional Prosedur (SOP)

Tata naskali dinas untuk Standar Operasional Prosedur
(S0OP) di lingkungan Kementerian Kesehatan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peratiran pertundang-tindangan.
Surat Edaran
1) Pengertian Surat edaran adalah naskah dinas yang

memuat pemberitahtian tentang hal tertentu yang

dianggap penting dan mendesak.

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani
surat edaran adalah pimpinan tertinggi lembaga, dapat
dilimpahkan kepada pimpinan sekretariat lembaga atau
pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi surat
edararn.

3) Susunan
a) Kepala Bagian kepala surat edaran terdiri dari:

(1) kep surat edaran yang ditandatangani sendiri
atau atas nama pimpinan tertinggi lembaga
menggunakan lambang negara, vang disertai
nama lembaga dengan huruf kapital secara
simetris;

(2) kop surat edaran vang difandatangani oleh
pejabat selain pimpinan tertinggi lembaga baik
pusat maupun daerah dan sekretariat lembaga
negara menggunakan logo, yang disertai nama
lembaga dengan huruf kapital secara simetris;

(3) kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang
dikirimi surat edaran;

@) tulisan surat edaran, yang dicantumkan di
bawah lambang negara/loge lembaga, ditulis
dengan huruf kapital serta nomor surat edaran

di bawahnya secara simetris;
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(5) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata
surat edaran ditalis dengan huruf kapital
secara simetris; dan

(6) rumusan judul surat edaran, yang ditulis
dengan hhuraf kapital secara simetris di bawah
kata tentang:

b) Batang Tubuh Bagian batang tubul surat edaran
terdiri dari latar belakang tentang perlunya dibuat
surat edaran, maksud dan tujuan dibuatnya surat
edaran, ruang lingkup diberlakukannya surat
edaran, peraturan perundang-undangan atau
naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan
surat edaran, isi edaran mengenai hal tertentu yang
dianggap mendesak, penutup.

¢) Kaki Bagian kaki surat edaran ditempatkan di
sebelah kanan yang terdiri dari:

(1) tempat dan tanggal penetapan;

(2) nama jabatan pejabat penanda tangan, yang
ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan
tanda baca koma;

(3) tanda tangan pejabat penanda tangan;

(4) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang
ditulis dengan huruf kapital; dan

(5) cap dinas.

Distribusi Surat edaran disampaikan kepada pihak yang

berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta

aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan
tindakan pengendalian.
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2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan_)
a. Pengertian
Keputusan adalalh naskah dinas yang memuat kebijakan
yang bersifat nienetapkan, tidak bersifat mengatur, dan
merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk:
1) Menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/
keanggotaan/material/ peristiwa;
2) Menetapkan/mengubali/membubarkan suatu
kepanitiaan/ tim; dan
3) Menetapkan pelimpahan wewenang.
b. Wewenang Penetapan dan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
Keputusan adalah pejabat tertinggi pada setiap unit kerja,
satuan kerja, atau pejabat lain yang menerima pendelegasian
wewenang.
Cc. Susunan
1)  Kepala

Bagian kepala Keputusan terdiri dari:

(@) kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan
nama jabatan ontuk pejabat negara atau logo dan
nama instansi untuk pejabat eselon 1, 11 dan Kepala
Unit Pelaksana Teknis, ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;

(b) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang
menetapkan, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

(¢) mnomor Keputusan, ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;

(d) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf
kapital secara simetris;

() judul Keputusan, ditulis dengan huruf kapital

secara simetris;
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() kalimat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

(g) nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan,
ditulis dengan huruf kapital secara sinietris dan
diakhiri dengan tanda baca koma.

Konsiderans

Bagian konsiderans Keputusan terdiri dari:

(a) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memudt
alasan/tujuan/kepentingan/ pertimbangan tentang
perlu ditetapkannya Keputusan; dan

(b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat
peraturan perundang-undangan sebagai dasar
hukum pengeltiaran Keputusarn.

Diktum

Bagian diktum Keputusan terdiri dari hal berikut:

(@) diktum dimulai dengan kata memutuskan ditulis
dengan hurnf kapital dan diikoti dengan kata
menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital.

(b) substansi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan
setelah kata menetapkan, yang ditulis dengan huraf
awal kapital.

(¢) untuk keperluan tertentu, Keputusan dapat
dilengkapi dengan salinan dan petikan sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

Batang Tubuh
Sistematika dan ecara penulisan bagian batang

tubuh Keputusan sama dengan ketentuan dalam

penyusunan Peraturan, tetapi substansi Keputusan
diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali
dengan bilangan bertingkat/diktum Kesatu, Kedua,

Ketiga, dan seterusnya ditulis dengan huruf kapital.
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D) Kaki

Bagian kaki Keputusan terdiri dari:

(a) tempat dan tanggal penetapan Keputusan;

(b) jabatan pejabat yvang menetapkan, ditulis dengan
huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda bhaca
koma;

(¢) tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputiisan,
dan

(d) nama lengkap pejabat yang menandatangani
Keputusan, ditulis dengan huruf kapital, tanpa
mencantumkan gelar dan NIP.

d. Distribusi
Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang
berkepentingar.
e. Hal yang perlu diperhatikan
1) naskah vang asli yang diparaf harus disimpan sebagai
arsip.
2) penomoeran Keputusan mengacu pada Pola Klasifikasi
Arsip dan Kode Unit Pengolah di lingkungan

Kementerian Kesehatan.
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CONTOH
FORMAT KEPUTUSAN
(DITANDATANGANI OLEH MENTERI KESEHATAN)
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P
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CONTOH
FORMAT KEPUTUSAN
(DITANDATANGAN] OLEH PEJABAT ESELON [ .an. MENTERI KESEHATAN)

B )\
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FORMAT KEPUTUSAN
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(DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON [ KE BAWAH)

4
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3. Naskah Dinas Penugasan
a. Suarat Perintal

1) Pengertian
Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh
atasan atan pejabat yang berwenang kepada bawahan
atau pejabat lain yang diperintah, yang memuat apa
yang harus dilakuikan. Surat perintah digunakan tintuk
penunjukkan sebagai pejabat pelaksana togas maupun
pelaksana harian.

2)  Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
surat Perintah dibnat dan ditandatangani oleh atasan
atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas,
wewenang, dan tanggung jawabiiya.

3) Susunan
a) Kepala

Bagian kepala Surat Perintah terdiri dari:

(1) kep naskah dinas, yang berisi lambang negara
dan nama jabatan untuk Menteri Kesehatan
atau logo Kementerian Kesehatan untuk
pejabat eselon I kebawali;

(2) kata surat perintah, ditulis dengan huruf
kapital secara simetris; dan

(3) nomor, berada di bawah tulisan Surat Perintal.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Perintah terdiri dari hal

berikut:

(1) konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau
dasar: pertimbangan memuat alasan
ditetapkannya Surat Perintah; dasar memuat
ketentuan yang dijadikan landasan
ditetapkannya Surat Perintah tersebut.
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(2) diktum dimulai dengan kata memberi perintah,
ditulis dengan huruf kapital dicantumkan
secara simetris; diikuti kata kepada di tepi kiri
serta mnama dan jabatan pegawai yang
mendapat tugas. Di bawah kata kepada ditulis
kata untuk disertai tugas-tugas yang harus

Kaki

Bagian kaki Surat Perintah terdiri dari:

(1) tanggal Surat Perintal;

&

(2) nama jabatan pejabat yang menandatangani,
ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap
awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca
komay

(8) tanda tangan pejabat yang menugasi;

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani
Surat Perintah, ditulis dengan huruf awal
kapital pada setiap awal umsurnya dan
mencantumkan NIP; dan

(3) cap dinas.

Distribusi dan Tembusan

a) Surat perintah disampaikan kepada yang mendapat
tugas

b) Tembusan surat perintah disampaikan kepada unit
kerja/satuan kerja yvang terkait

Hal yang Perlu diperhatikan

a) DBagian konsiderans memuat pertimbangan atai
dasar.

b) Surat Perintah tidak berlaku lagi setelah tugas yang

termuat selesai dilaksanakan.
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¢) Surat Perintali mengacu pada Surat Kepala BKN
Nomor K.26/V.24-235 /99 tanggal 10 Desember 2001
mengenai Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana
Tugas dan Surat Kepala BKN Nomor K.26-3/V.5-
16/99 tanggal 18 Januari 2002 mengenai
Penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian.

d) Penomoran Surat Perintah mengacu pada Pola
Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di

Lingkungan Kementerian Kesehatan.
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CONTOH
FORMAT SURAT PERINTAH
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~
Loge Insianst dan Nama
Jabatan /Nama Instansi yang
lelah di cefak

S

Penomoran mengacu  pada
Pola Klasifikasi Arsip  dan
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Y

~\
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>y
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A

~
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e
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S

‘._‘_J

~\
Nama Jabatan dan Nama
yang di lulis: dengan hurut
awal kapital di cetak lebal
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b. SuratTugas

1) Pengertian
Surat Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh
atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan
atau pejabat lain yang diberi tugas, vang memuat apa
yang harus dilakuikan.

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat Tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau
pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas,
wewenang, dan tanggung jawabnya. Apabila atasan yang
berwenang menandatangani lokasinya terletak jaul,

maka dapat menggunakan atas nama. pejabat tersebut.

Contolu:
a.n. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
Direktur Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur,

Drs. H. Lamri, M.Kes
NIP 195811171982031002

3) SBusunan
4) Kepala
Bagian kepala Surat Tugas terdiri dari:
(1) kop naskah dinas, yang berisi lambang negara
dan nama jabatan untuk Menteri Kesehatan
atau logo Kementerian Kesehatan untuk

pejabat eselon I ke bawah;
(2) kata surat tugas, ditulis dengan huruf kapital

secara simetris; dan

(3) nomor, berada di bawah tulisan surat tugas.
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b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Tugas terdiri dari hal

berikut:

(1) Alinea pembuka meliputi pertimbangan
dan/atau dasar: pertimbangan memuat alasan
ditetapkannya surat tugas.

(2) Isi dari memberikan tugas kepada di letakan
menjorok ke dalam (nama, NIP, pangkat, dan
jabatan pegawai yang mendapat tugas).

(8) Kata untuk, disertai tugas-tugas yang harus
dilaksanakan, dan mencantumkan ketentuan
tidak/ melakukan rekam kehadiran datang
dan/atau pulang.

Kaki

&

Bagian kaki Surat Tugas terdiri dari:

(1) Tanggal Surat Tuigas;

(2) Nama jabatan pejabat yang menandatangani,
ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap
awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca
koma;

(3) Tanda tangan pejabat yang menugasi;

(4 Nama lengkap pejabat dan gelar yang
menandatangani Surat Perintaly, ditulis dengan
huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya
dan mencantumkan NIP;, dan

(5) Cap dinas.

Distribusi dan Tembusan

a) Surat tugas diberikan kepada yvang mendapat tugas
untuk diserahkan ke penyelenggara kegiatan; dan

b) Arsip surat tugas disimpan di Tata Usaha satuan
kerja.

Hal yang Perlu diperhatikan
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a) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai
yang ditugasi dimasukan ke dalam lampiran yang
terdiri dari kelom momor urut, nama, NIP, pangkat,
jabatan, dan keterangan;

b) Surat Tugas tidak berlaku setelah togas yang
termuat selesai dilaksanakan;

¢) Apabila pegawai yang diberi tugas belum membiuiat
surat tugas dapat diganti dengan surat keterangan;
dan;

d) Penomoran Surat Tugas mengacu pada Pola
Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di

Lingkungan Kementerian Kesehatan.
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CONTOH
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CONTOH

FORMAT SURAT TUGAS UNTUK BERKELOMPOK
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CONTOH
FORMAT LAMPIRAN SURAT TUGAS UNTUK BERKELOMPOK
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B. Naskah Dinas Korespondensi

1. Naskah Dinas Korespondensi Internal

a, Nota Dinas

1)

2)

4

Pengertian

Nota Dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh

pejabat dalam melaksanakan tugas guna

menyampaikan laporan pemberitahuan, pernyataan,

permintaan; atau penyampaian kepada pejabat lain:. Nota

Dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan

ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang

panjang, dan dapat langsung dijawab dengan disposisi

oleh pejabat yang dituju.

Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Neota Dinas dibuat oleh:

Antar pejabat struktural secara horizontal dalam

lingkungan internal satuan kerja; atau
pejabat secara vertikal dalam satu lingkungan

satuan kerja atau unit kerja sesuai dengan tugas,

wewenang, dan tanggung jawabnya.

Bagian kepala Nota Dinas terdiri dari:

Kep naskah dinas, yang berisi lambang negara
dan nama jabatan untuk Menteri Kesehatan
atau logo Kementerian Kesehatan untuk
pejabat eselon 1 ke bawaly;

Kata nota dinas, ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;

Kata nomor, ditulis dengan huruf awal kapital,

secara simetris;

a)
b)
Susunan
a) Kepala
(1)
(2)
(3)
)

Kata Yth, ditulis dengan huruf awal kapital
diikuti dengan tanda baca titik;

www.peraturan.go.id



35 2017, No.330

(8) Kata Dari, ditulis dengan huruf awal kapital;
(6) Kata Hal, ditulis dengan huruf awal kapital;dan
(7) Kata Tanggal, ditulis dengan huruf awal
kapital.

b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea
pembuka, isi dan penutup yang singkat, padat, dan
jelas.

c) Kaki
Bagian kaki Nota Dinas terdiri dari tanda tangan,
nama pejabat dengan gelar dan tembusan (jika
perlu) tanpa mencantumkan NIP.

Hal yang perlu diperhatikan

4) Neta Dinas tidak dibubuhi cap dinas.

b) Tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan
internal satuan kerja.

c¢) Neta Dinas bisa digunakan sebagai surat undangan
di lingkungan internal satuan kerja.

d) Penomoran Nota Dinas mengacu pada Pola
Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di

lingkungan Kementerian Kesehatan.
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b. Disposisi
Disposisi adalall  petunjuk tertulis mengenai tidak
lanjut/tanggapan terhadap surat masuk. ditulis secara jelas:
pada lembar disposisi. tidak pada suratoya. Ketika
disposisikan, lembar disposisi merupakan satu kesatnan
dengan surat masuk

CONTOH

LEMBAR DIAFOAIST
TR RO LN
PERAATIAN_Ollarang otemisahkan sahelal Suratpun yang tergabung calam berkas [nL
N Surat BN 00 TIEZE TG Staus: ASH Diterima Tgl 1022410
Tl Supat 15 Hapsnar V10 Sifat i No Agends {7018 201
mpitan 1.lsal) et i Hushilesle T paeyienia
ARt (e ! " i A 291515

arl | ICepE Oip Nesiona! Sl ittonesia
| Fersdlyian mEmusTslEn i

‘Tlsangar Segera [Clsagera [OBizsa
‘Batas Waksimal Penyélesaian -
Instrums| QISP SIS KEPADA. =

[ ) Berman fiig Lt Pimpirere fan Broekal
il I'IEK_HEI'I [LGE=IzS IR ENY /xLlﬁllhl»Sijl

[ Ka Samizy Runm Taigus

1 te citsman Sanidn Tam Lsaita

Sesudahl digurdkan harap segars dikembalikan
Kemada
Tanggal
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2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern
a) Sorat Dinas

Jenis naskah dinas kerespondensi eksternal hanya ada satu

macam, yaitu Surat Dinas.

1) Pengertian
Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas
pejabat dalam  menyampaikan informasi kedinasan
berupa  pemberitahnan,  pernyataan, permintaan,
penyampaian naskall dinas atau harang, atau hal
kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar Satuan
Kerja dan di luar Kementerian Kesehatan.

2) Wewenang Penandatanganan
Surat Dinas ditandatangani oleh pejabat sesuiai dengan
tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabuya.

3) Susunan
a) Kepala

Bagian kepala Surat Dinas terdiri dari:

(1) Kop naskah dinas, yang berisi lambang negara
dan nama jabatan untuk Merteri Kesehatan
atau logo Kementerian Kesechatan untuk
pejabat eselon [ ke bawah;

(2) Nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik
dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di
bawah kop surat dinas;

(3) Tempat dicantumkan apabila berbeda dengan
alamat yang ada di kop surat dan diikuti
dengan tanggal pembuatan surat, yang diketik
sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan

NoImor;

www.peraturan.go.id



.b)

&

d)

-390-

(4) Kata Yth., yang ditulis dibawah hal, diikuti
dengan nama atau jabatan yang dikirimi surat;
dan

(5) Alamat surat, yang ditulis di bawah Yth.

Batang Tubuli

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea

pembuka, isi, dan penutup.

Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah

kanan bawal, yang terdiri dari:

(1) Nama jabatan, ditulis dengan huaruf awal
kapital, diakhiri tanda baca koma;

(2) Tanda tangan pejabat;

(3) Nama lengkap, pejabat/penanda tangan, ditulis
dengan huruf awal kapital dan mencantumkan
NIP (kecuali naskah dinas yang ditandatangani
menteri);

@) Cap dinas, yang digunakan sesual dengan
ketentuan; dan

(3) Tembuosan, yang memuat nama jabatan pejabat
penerima (jika ada).

Distribusi

Surat dinas disampaikan kepada penerima yang

berhak secar cepat dan tepat waktu, lengkap serta

aman. Pendistribusian surat dinas diikati dengan
tindakan pengendalian.

Hal yang Perlu Diperhatikan

(1) Kop surat dinas hanya digunakan pada
halaman pertama surat dinas;

(2) sifat surat dinas tidak dicantumkan apabila

surat dinas bersifat biasa;

www.peraturan.go.id
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Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom
lampiran dicantumkan jumlahnya;

Lampiran tidak dicantumkan apabila tidak ada
lanipiran yang menyertainya; dan

Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin
ditulis dengan hurufl awal kapital pada setiap
unstirmnya, tanpa diakhiri tanda baca.
Penomoran Surat Dinas mengacu pada Pola
Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di
lingkungan Kementerian Kesehatan,
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* .
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Jabatan /Nama Instans] yang
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FORMAT SURAT DINAS
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Surat Undangan

1) Pengertian
Surat undangan adalah naskah dinas eksternal yang
memuat undangan kepada pejabat/pegawai  yang
tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu
acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan
pertemuan.

2) Kewenangan
Surat undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai
dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabmnya.

3) ‘Susunan
a) Kepala

Bagian kepala surat uindangan terdiri dari:

(1) Kop naskah dinas, yang berisi lambang negara
dan nama jabatan untulk Menteri Kesehatan
atau logo Kementerian Keschatan untuk
pejabat eselon [ ke bawal;

(2) Nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik
dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di
bawah kop naskalh dinas;

(3) Tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah
kanan atau sejajar/sebaris dengan nomor; dan

(4 Kata Yth., ditulis di bawah hal, yang diikuti
dengan nama atau jabatan, dan alamat yang
dikirimi surat undangan (jika diperlukan).

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan terdiri dari:

(1) Alinea pembuka.

(2) Isi undangan, yang meliputi hari, tanggal,
waktu, tempat, dan acara.

(3) Alinea penutup.
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) Kaki

Bagian kaki surat undangan terdiri dari nama
jabatan ditulis dengan huruf awal kapital, tanda

tangan, dan nama pejabat ditulis dengan hurul awal

kapital.
d) Hal yang Perlu Diperhatikan

(1) Format surat nundangan sama dengan format

surat dinas, bedanya adalah bahwa pihak yang

dikirimi surat pada surat undangan dapat

ditulis pada lampiran.

(2) Surat undangan untuk keperluan tertentu

dapat berbentuk kartu.

(3) Penomoran Surat Dinas

CONTOH
FORMAT KARTU UNDANGAN

mengacu  Pola
Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di

Lingkungan Kementerian Keschatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBL|K INDONESIA

mengharapkan dengarnm hormal kéhadiran Bapak/Ibu/Sautiara

pada acara
han _ _ sifangoal) - _  pokw _ _ _ 'WIiB
berempatdi _ _
= Harap hedil 30 menil sebetuim acara PBakatar
ainulal san undangan abawa Lakriak
* Komiimasi .. _ & = Perempuan

TNIPalr
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CONTOH
FORMAT SURAT UNDANGAN
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CONTOH

FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN
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C. Naskah Dinas Khuistis

1. Surat Perjanjian
a. Pengertian
Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi
kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang mengikat
antar kedua belahh pihak atau lebih untuk melaksanakan
findakan ataun perbuatan hukum yang felah disepakati
bersama.
b. Jenis Perjanjian
Jenis perjanjian terdiri darl perjanjian dalam negeri dan luar
negeri.
1) Perjanjian Dalam Negeri
Kerja sama antar lembaga di dalam negeri, baik di
tingkat pusat maupun daeraly dibuat dalam bentuk
kesepahaman bersama atau perjanjian Kerja sama.
a) Wewenang dan penandatanganan
Perjanjian yang dilakukan antar lembaga di dalam
negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat
dan ditandatangani olehh pejabat sesuai dengan
fugas, wewenang dan tanggung jawabnya:
b) Susunan
(1) Kepala
Bagian kepala terdiri dari:
(a) Lambang negara untuk Menteri Kesehatan
diletakkan secara simetris, atau logo
Kementerian Kesehatan wuntuk pejabat
eselon [ ke bawah, yang diletakkan di
sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan
dengan penyebutan nama lembaga;
(b) Judul perjanjian; dan

(¢) Nomor.
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(2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh perjanjlan kerja sama
memuat materi perjanjian, antara lain tujuan
kerjasama, ruang lingkup kerjasama,
pelaksanaan kegiatan, pembiayaarn,
penyelesaian perselisihan, penutup dan hal-hal
lain yang menjadi kesepakatan para pihak.

(8) Kaki
Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri dari
nama  penanda tangan para pihak yang
mengadakan perjanjian dan para saksi (jika
dipandang perlu), dibubuhi meterai dan cap
sesuiai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal yang Harus Diperhatikan

Penomoran Surat Dinas mengacu pada Pola

Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolali di

lingknngan Kementerian Kesehatan.
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FORMAT SURAT PERJANJIAN ANTAR LEMBAGA DALAM NEGERI
UNTUK PEJABAT ESELON 1 KEBAWAH
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2) Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional adalall perjanjian dalam bentuk
dan mnama tertentu, yang diatur dalam hukum
internasional yang dibuat secara tertulis serta
menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum
publik. Perjanjian internasional dapat dilakukan dengan
satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau
subjek  hokum  internasional lain  berdasarkan
kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk
melaksanakan peérjanjian tersebut dengan iktikad Dbaik.
Perjanjian internasional dilakukan sebagai upaya untuk
mengembangkan hubungan dan kerja sama antarnegara.
Hubungan dan kerja sama Iuar negeri dapat dilakiikan
atas prakarsa dari Kementerian Kesehatan, baik pusat
maupun daerah, serta Perwakilan Kementerian
Kesehatan di luar negeri.
4) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

(1) Pembuatan perjanjian internasional dibuat
melalui  tahap  penjajakan, perundingan,
perumusan naskah;, penerimaan naskaly, dan
penandatanganan;

(2) Perjanjian internasional dibuat dan
ditandatangani oleli pejabat sesnai dengan
tugas, wewenang dan tanggung jawabnya; dan

(3) Apabila Kementerian Kesehatan mempunyai
rencana untuk membuat perjanjian
internasional terlebih dahulu melakukan
konsultasi dan koordinasi mengenai rencana

tersebut dengan Kementerian Luar Negeri.
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b) Susunan
(1) Kepala

Bagian kepala terdiri dari:

(a) Lambang negara masing-masing pihak
yang diletakkan di tengah atas;

(b) Nama pihak yang mengadakan perjanjian
internasional; dan

(¢) dJudul perjanjian internasional.

(2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh terdiri dari:

(a) Penjelasan para pihak sebagai pihak yang
terikat oleh perjanjian internasional,

(b) Keinginan para pihak;

(¢) Pengakuan para pihak terhadap perjanjian
internasional tersebut;

(d) Rujukan terhadap surat minat/surat
kehendak;

(e) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku;
dan

(f) Kesepakatan kedua belah pihak terhadap
ketentuan yang tertuang dalam pasal-
pasal,

(8) Kaki

Bagian kaki terdiri dari:

(&) Nama jabatan pejabat penanda tangan
selaku wakil pemerintah masing-masing,
tanda tangan, dan nama pejabat penanda
tangan, yang letaknya disesuaikan dengan
penyebutanr dalam  judul perjanjian
internasional;

(b) Tempat dan fanggal penandatangan

perjanjian internasional;
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(c) Penjelasan teks bahasa yang digunakan
dalam perjanjian internasional, dan

(d) segel asli.
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CONTOH
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Surat Kuasa
Surat kuasa terdiri dari dua jenis, yaitu surat kuasa biasa dan
surat kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full
powers).
a. Pengertian
1) Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian
wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/
perseorangan atau pihak lain dengan atas namaiiya
untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka
kedinasan; dan
2) Surat kuasa uantuk penandatanganan perjaiijian
internasional (full powers)adalah surat yang dikeluarkan
olehh Menteri Kesehatan yang memberikan kuasa kepada
satu atau beberapa.
b. Susunan
1) Kepala
Bagian kepala Surat Kuasa terdiri dari:
a) Kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan
nama jabatan untuk Menteri Kesehatan atau logo
Kementerian Kesehatan untuk pejabat eselon I ke
bawah;
b) Judul surat kuasa; dan
c) Nomer surat kuasa.
2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Surat Kuasa memuat materi yang
dikuasakan.
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3) Kaki
Bagian kaki Sorat Kuasa memuat keterangan tempat,
tanggal, bulan, dan tahun pembuatan serta nama, NIP
(bila ada) dan tanda tangan para pihak yang
berkepentingan, dan dibubuhi meterai sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Surat
Kuasa dalam bahasa [nggris tidak menggluinakan meterai
dan cap.

c. Hal yang Harus Diperhatikan

Penomoran Surat Kuasa mengacti pada Pola Klasifikasi Arsip

dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian

Kesehatan.
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antu J

Tempal, tanggal, bulan dan
f2hun penandatanganan

~
Tanda langan pemberi dan
penerima kuasa, nama dituils
dengan awal kapifa) di cetak
tebal dan NIP

S
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Contoh Format Surat Kuasa (Full Powers)

Logo Iistansi dan  Nama
Jabatan /Nama Instansi yang
lelah di celak

b 2

MENTER| KESEHATAN
HEPURLM INDONESIA

|

Penomoran mengacu  pada
Pala  Klasifikasi  Arsip dan
menggunakan tnta biru

SURAT KUASA
NOMOR: . . L.l.ti

Yang ‘benanca 1angan ¢ bawah i, Menten Kesanaian Republic indonesa. memben kuass panuh

kapada: . 3
L Memual  identitas  yang
Pejabar menerima kuasa )
Jatutan
antu datemng atag mEma  p Repunik Nota K anlurs )
i Republik dangan margeT
i = ' Memuat pernyataan tentang
kerjasama surat kuasa
Sebzgdl buntl. sl Rumss ssya fEndstangani dart says bubull meters of Jakara pada tenpud! W,
— - buln . — . RGOSR . o . - ||
Tanda Tangan dan Gap Jabati i
- Tanda tangan pemben dan
kuasa dan nama di celak ebal
J
Nila Farid Mosloek
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Contoh Format Surat Kuasa (Full Powers)

(Dalam Bahasa Inggris)

Logo Instansi dan Nama
Jabatan /Nama Instansi yang

. i ' telah di cetak
",

AMNETEH OF HEALTH
REPLBLIC OF INCONESIA

FULL POWER

Tne unctersign, Frot Ov of Wil Fang Moaloak, SoM 1K), Minktor ol Heaith ol the Reputiic of Indenesia,

Fully authortzes
M N
Name of Ol - T Memuf!l dentitas yang
menerima kuasa
Onpanement ) )
10 sign o penail of e govermment of e Reputihs o me ol u g B ~
Botwaan e Governmay of 1he Beputils ol indonesin and e Gavemmen .
Conoazung 1 - COOpAR Memuat. pernyataan leniang
B surat kuasa
IN WITNESS WHEREQF, | have sgnad and soalnd thus Full Powor in Jakarts on day of
I yeir two Thoussnd P
Tanda tangon lanpa cip ~
Tanda tangan pemben dan
— kuasa dan nama lengkap di
Nifa Farid Mosloek cetak tebal
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Berita Acara

a.

Pengertian

Berita acara adalalh naskah dinas yang berisi tentang
pernyataan. bahwa menmang telah terjadi suatu proses
pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentn yang harus
ditandatangani olely para pihak dan para saksi, Berita acara
dapat disertai lanipiran.

Snsunan

1) Kepala

Bagian Kepala berita acara terdiri dari:

4) kop maskah dinas, yang berisi lambang negara dan
nama jabatan untuk Menteri Kesehatan atau logo
Kementerian Kesehatan untuk pejabat eselon [ ke
bawaly;

b) judul berita acara ditulis dengan huruf kapital dan
diletakan secara simetris; dan

¢) nomor berita acara ditulis dengan huruf kapital dan
diletakan secara simetris.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubul berita acara terdiri dari:

a) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan
jabatan para pihak yang membuat berita acara;

b) substansi berita acara;

¢) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran;
dan

d) penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini
dibuat dengan sebenar-benarnya.

3) Kaki

Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan

penandatanganan mnama jabatan/pejabat dan tanda

tangan para pihak dan para saksi.
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Hal yang Harus Diperhatikan

Penomoran Berita Acara mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip
dan Kede Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian
Kesehatan.
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CONTOH
FORMAT BERITA ACARA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA »
SEKRETARIAT JENDERAL
. Sekiyy MR syl S Bl -3 sl 492 MdeBn 12900

‘ Te=pon (T SIS0 [

GERMAS
BERITA ACARA
NOMOR . 0

Pada han ini tmggal tiulim tain bt

miasiny-mishg

o (ramn peiplal | (NP el Lt ), Sttanjitey clisdnd PInAK Pt

aan

2 fanan Ve ANy desnal Fnay IKeaid; Wan mekNsanakan
1

2
<
4. din seldusnga

Bl 2cara im dlouml dengan sesungguiviya anedusursan

Chtsbed ol
Plisak Koo, Flray Penama,
Tanda thugan Tands (agsn
Nami Lengksp Namn Lengkap
NP NP

MunguiiinurMpngasutian
Bhara febmtan,

Tundas Tangary

Nama Longkap
hie

Loge Ipstanst dan Nama
Jabatan /Nama Instanst yang
telah di cetak.

Penomoran mengacu pada
Pola Klasifikasi Arsip dan
} menggunakan tinta biru

Memual identitas yang terlibat
berita acara

Memuat kegiatan yang akan
dibualkan berita acara

|
|

iz
¥

~
Tanggal, bulan dan lahun
penandatanganan

~
Tanda tangan Pihak Pertama
= dan Pinak Kedua, nama di
cetak tebal dan NIF (bila ada)

A

~

Tanda tangan saksi atau yang
mengesaflan
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d: Lampiran Berita Acara
Lampiran berita acara adalah dokumien tambahan yang berisi
antara lain laporan, notulensi, memori, daftar seperti daftar
aset/arsip yang terkait dengan materi muatan suatu berita

acara.

4. Surat Keterangan
a. Pengertian
Surat Keterangan adalah naskah dinas yvang berisi informasi
mengenai hal, peristiwa atau tentang seseorang untuk
kepentingan kedinasan.
b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat Keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat
yang sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung
jawabnya.
c. Susunan
1) Kepala
Bagian kepala surat keterangan terdiri dari:
a) Kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan
nama jabatan untuk Menteri Kesehatan atau logo
Kementerian Kesehatan untuk pejabat eselon 1 ke
bawah;
b) Judul surat keterangan ditulis dengan huruf kapital

dan diletakan secara simetris; dan

a

Nomor surat keterangan ditulis dengan huraf

kapital dan diletakan secara simetris.

2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat
yang mnienerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa,
datau tentang seseorang yang diterangkan, maksud dan

tujuan diterbitkannya surat keterangan.
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3) Kaki
Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan
tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda
tangan, dan nama pejabat yang membuat surat
keterangan tersebut. Pesisi bagian kaki terletak pada
bagian kanan bawali.

d. Hal yang Harus Diperhatikan
Penomoran Surat Keterangan mengacu pada Pola Klasifikasi
Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian

Kesehatan.
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CONTOH
FORMAT SURAT KETERANGAN TENTANG SESEORANG

N
’ KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESTA s 4 \‘ Logo Insiansi dan Nama
A DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT Jabatan /Nama Instansi yang
! Ml L B Sand Blck €3 amliig 40 Meama 12930
b Py, (2| 428 Eans g s J‘ tefah di celak
GERMAS -
~
SURAT KETERANGAN Peromoran mahgacy pada
NOMOR I 2 J Pola Klasilikasi Arsip dan
} menggunakan tinta biru
Yari bertmndatariti dibswan i) S
fiAmR -
Kb . . N
jalsatan i Memuat  identitas  yang
[ memberikan keterangan
deriyan I mirerstigkan bafira J
NAMA B
NP
pungiaiiool
|mtimtam B \
Memual identitas yang
~ { dibarikan keterangan }

N
Memuat Informasi menganai
hal atau seseorang uniuk
kepertingan kedinasan

-

Jakarta, Bnggal Busa, Bihun
Pejans) Pemtyal Kajarangzn,

~

Tanda tangan Pihak Pertama

dan’ Pihak Keduz, nama
lengkap dan NIP

Terda tmgan tlam Can Dines -

Nama Lengkap Kota sesuai dengan tempal
NiF penandatanganan, ianggal
butan  dan  tahun, tanda
tangan dan cap dinas sera
mancantumkan  nama  dl
celak tebal j
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CONTOH
FORMAT SURAT KETERANGAN TENTANG HAL/PERISTIWA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMDANGAN KESEHATAN ¥
. Saten Ferembiecnt Nogural No. 23 Aont SR otek fem 4228
‘ Tumoe TUZ1) $111600 Fkaiia (0711 4951 _s
LAt vepmel i cegphs. gou f ST, EIkSonl intonmiitinem. déguas g ks
GERMAS
SURAT KETERANGAN
HOMOR: lo4ud

Vani) betanztsagan dittawaly i
nAmE
haip>
Jandlan

dengur inl marnetdnakin betvwa padi fiait Lo

Butdn A £l tetih
lrag) halpetstiva:

Denkian suratk o I dlbust watuk b

tinggal tudsn, dihun
Pajatsl Pambust Ketramoan,

Tandz Enpan dab Cap Djas

Narma Lengksp
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5. Surat Pengantar
a. Pengertian
Surat pengantar adalaly naskah dinas yang digunakan untuk
mengantar/ menyampaikan barang atau naskah.
b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat pengantar dibuat dan ditandatangani eleh pejabat baik
yang meéngirim dan menerima sesuai dengan tugas,
wewenarg, dan tanggung jawabnya.
c. Susunan
1) Kepala
Bagian kepala surat pengantar terdiri dari:
a) Kop naskah dinas;
b) Nomor;
¢) Tanggal;
d) Nama jabatan/alamat yang dituju; dan
¢) Tulisan surat pengantar ditulis dengan huruf kapital
dan diletakan secara simetris.
2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk
kolom terdiri dari:
a) Nomor urut;
b) Jenis yang dikirim,;
c¢) Banyaknya naskah dan barang; dan
d) Keterangan.
3) Kaki
Bagian kaki surat pengantar terdiri dari:
a) Pengirim yang berada di sebelah kanan, yang
meliputi:
(1) Nama jabatan pembuat pengantar;
(2) Tanda tangan;
(3) Nama dan NIP; dan
(4) Cap dinas.
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b) penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi:
(1) Nama jabatan penerimaj
(2) ‘Tanda tangan;
(8) Nama dan NIP;
(h) Cap dinas;
(5) Nemor telepon instansi; dan
(6) Tanggal penerimaan.
d. Hal yang Perlu Diperhatikan
1) Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap, lembar
pertama untuk penerima dan lembar kedua untuk
pengirim.
2) Penomoran surat pengantar mengacu pada Pola
Klasifikasi Arsip dan Kode Umnit Pengolah di lingkungan

Kementerian Kesehatarn.
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CONTOH
FORMAT SURAT PENGANTAR

2017, No.330

" DIREKTORAT JENDERAL
. - PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
b‘ Vil T commmcan. Poagara M. 23 Koon fos 271 mbarma 11500
Tk (L) 247600 { Aheitegy ) Plommm (D21] 420787

KEMENTERIAN

GEFAMAS

ity

No MizshutT Dl yomg Ddnmian

Dillsnumay 1anggal
Paraima
Name dabistan.

Tandis jangen ganep Dinss

Nams Langkap
NIF

No. Telppon

Twmnoann
1

2 u
3. duh datnsitive

ranaoal budady, i

Banynknya Kutargmgun

Fagiim
Menmt Jabrehin

Tanua langan gan Cap Ditas

Nama Langkap
NI

} { Tanggal psmbuatan sural

Lego Instansi dan Nama
Jabatan MNama Instansi yang
= lelaly di cetak

- i Atamal tujuan surat

Penomoran mangacu pada
- Pala Klasitikasl Arsip dan

mengaunakan hinta biru

Memual Informas! mengenal
naskah dinas yang dikirim

N J _J |

Tangoal ditenma,  Tanda
tangan Pihak Pengrima dan
— Penglrim ‘dengan cap Dinas
masing.-masing, serla nama
lengkap di cetak tebal dan
NIP

{ Tembusan bila ada ]
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6. Pengumuman

a.

Pengertian

Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat
pemberitahiuan tentang suatu hal yang ditujukan kepada
semua pejabat/ pegawai/ perseorangan/lembaga baik di dalam
maupun di luar Kementerian Kesehatan.

Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Pengnmuman dibuat dan ditandatangani cleh pejabat yang
berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

Susunarn

1) Kepala

Bagian kepala pengumuman terdiri dari:

a) Kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan
nama jabatan untuk Menteri Kesehatan atan logo
Kementerian Kesehatan untuk pejabat eselon [ ke
bawal;

b) Tulisan pengumuman keterangan ditulis dengan
huruf kapital dan diletakan secara simetris;

¢) Nomor surat keterangan ditulis dengan huraf
kapital dan diletakan secara simetris;

d) Kata tentang, yang dicantumkan di bawah
pengumuman ditulis dengan huraf kapital dan
diletakan secara simetris; dan

e¢) Rumusan judul pengumuman, ditulis dengan huruf

kapital secara simetris di bawah tentang.

2) Batang Tubuh

Batang tubuh pengumuman hendaknya memuat:

a) Alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;

b) Peraturan yang menjadi dasar pembuatan
pengumuman; dan

¢) Pemberitahuan tentang hal fertentu.
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3) Kaki

Bagian kaki pengumuman ditempatkan di sebelah

kanan, yang terdiri dari:

a) ‘Tempat dan tanggal penctapari;

b) Nama jabatan pejabat yang menectapkan, ditulis
dengan huruf awal kapital; diakhiri dengan tanda
baca koma;

¢) Tanda tangan pejabat yang menetapkan;

d) Nama lengkap yang menandatangani; ditulis dengan
huruf awal kapital; dan

e) Cap dinas.

Hal yang Perlu Diperhatikan

1) Pengumumian tdak memuat alamat, kecuali yang
ditujukan kepada kelompok/golongan tertentu.

2)  Pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak
memuat cara pelaksanaan teknis suatu peraturan.

3) Penomoran Pengumuman mengacu pada Pola Klasifikasi

Arsip dan Kode Unit Pengolah di lingkungan Kementerian

Kesehatan,
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FORMAT PENGUMUMAN

¥

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREXTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Al 04 5, Wt S ok X5 Naviing 0 Joburs, 12950

¥

Towacxan 12 0) S0 S0 T hrurmtingg) 5
GERAMAS
PENGUMUMAN
HOMOR I
TENTANG
[hkuarran o
Pade 1anggw
Nama dabatan,

Tanda Tangan i Cap Dinas

Nama Langkap
NiP

Logo Instansi dan Nama
Jabatan /Nama Instansi yang
telah di catak

Penomoran mengacuy pada
Pola Klasifikasi Arsip dan
mengguriakan finta biry

Judul psngumuman ]

Memuat informasi mengenai
Pengumuman

Mencantumkan lempal dan
tanggal pengumuman. tanda

fangan Pejabal yang
mengsluarkan
Pengumuman, cap Dinas,

dan'Nama Lengkap dl cetak
fahal
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Laporan

1. Pengertian
Laporan adalali naskah dinas yang memuat periberitahuan
tentang pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian.

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Wewenaryg pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat/staf vang
diberi tugas. Laporan ditandatangani oleh pejabat/staf yang
diserahi tugas.

3. Susunan
a) Kepala

Bagian kepala laporan memuat judul laporan ditulis dengan
huruf kapital dan diletakkan secara sinietris.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuly laperan terdiri dari:

1) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud,
dan tujuan serta ruang lingkup dan sistematika laporan;

2) Materi Laperan, yang terdiri dari kegiatan yang
dilaksanakan, faktor yang mempengaruhinya, hasil
pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal
lain yang perlu dilaporkary

3) Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan
pertimbangan; dan

4) Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat
harapan/ permintaan aralian/ucapan terima kasih.

Kaki

Bagian kaki Laporan terdiri dari:

&

1) Tempat dan tanggal pembuatan laporar;

2) Nama jabatan pejabat pembuat laporan, ditulis dengan
huruf awal kapital;

3) Tanda tangan; dan

4) Nama lengkap, ditulis dengan huruf awal kapital.

www.peraturan.go.id



2017, No.330

~74-

CONTOH
FORMAT LAPORAN

L

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 5
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lLogo Instansi dan  Nama
Jabatan /Nama Instansi. yang
‘ tefah di cetak
—i Judul Laporan ]
=
Mamuat Informasi mengenal
Laporan
e
Meancantumkan, tempat dan
tanggal  laporan. landa
L tangan Pejabat yang
mengeluarkan Laporan, cap
Dinas, Nama di cetak tebal
dan NIP
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Telaahan Staf

1. Pengertian
Telaahan Stal adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh
pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai
suatu persealan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan
yarg disarankan.

2.  Susunan
a) Kepala

Bagian kepala telaahan staf terdiri dari:

1) judul telaahan staf diletakkan secara simetris di tengah
atas; dan

2) uraian singkat tentang permasalahan.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubul telaahan staf terdiri dari:

1) Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas
tentang persoalan vang akan dipecahkan;

2) Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan,
berdasarkar data yang ada, saling berhubungan sesuai
dengan situasi yang dibadapi, dan merupakan
kemungkinan terjadi di masa yang akan datang;

3) Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang
merupakan landasan analisis dan pemecahan masalah;

4) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap
persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan
dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang
mungkin atau dapat dilakukan;

5) Simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang
merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan

6) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas
dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi

persoalan yang dihadapi.
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Kaki
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Bagian kaki telaahan staf ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri dari:

1)

2)
3)

4)

Nama jabatan pembuat telaahan staf, ditulis dengan
huaruf awal kapital;

Tanda tangan;

Nama lengkap tanpa méncantumkan NIP dan cap dinas;
dan

Datftar lampiran (jika diperlukan).
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FORMAT TELAAHAN STAF
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F. Sertifikat

1. Pengertian
Sertifikat adalah surat penghargaan atau surat keterangan tertulis
vang tercetak dan dikeluarkan oleh instansi dan ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah mengikuti suatu
kegiatan atau telah memenuhi standar/prosedur/syarat yang
ditetapkan.

2. Wewenang Penandatanganan
Sertifikat ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi,
wewenang, dan tanggung jawabnya.

Tata naskah dinas untuk sertifikat dilaksanakan sesuai dengan

ketenituan peraturan perundang-undangan.
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BAB III
PENYUSUNAN NASKAH DINAS

Prinsip

Penyusunan naskah dinas memperhatikan prinsip:

1. Kejelasan berart harus memperhatikan aspek fisik dan materi.

2. Ketelitian berarti harus sesuai dengan bentuk, susunan,
pengetikan, isi, struktur dan kaidah bahasa.

3. Tepat dan akurat berarti yang dikemukakan dalam naskah dinas
adalah fakta yang benar.

4. Singkat dan padat, berarti harus menggunakan bahasa Indonesia
vang formal, efektif, singkat dan lengkap.

5. Logis dan meyakinkan berarti naskal vang disusun harus rumtut
dalam penuangan gagasan ke dalam naskah dinas dan dilakukan
menurut urutan yang logis dan meyakinkan sehingga mudah
dipahamioleh penerinia naskah dinas.

6. Pembakuan naskah sesuai dengan peraturan berarti naskah yang

disusun harus mengikuti aturan yang berlaku.

Prosedur

1. Penyusunan Konsep

Setiap naskah dinas yvang akan ditindaklanjuti wajib dilakukan

dengan penyusunan konsep yang harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. Kensep naskah dinas disusun/disiapkan oleh pejabat dengan
menggunakan verbal konsep.

b. Setiap verbal konsep yang diajukan kepada pimpinan wajib
terlebih dahulu diteliti oleh pejabat tata usaha mengenai:
1) Redaksi, sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia

yang baik dan benar; dan

2) Bentuk, sesual dengan ketentuan yang berlaku.
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¢. Konsep naskah dinas dicetak di balik verbal, jika konsep
naskah dinas lebih dari satu halaman dapat menggunakan
lembar berikutnya.

Contoh:

Format Verbal mengenai Peraturan Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang
ditandatangani Menteri Kesehatan, dari unit pengolah Bagian

Perundang-undangan II Biro Hukum dan Organisasi.

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Aganda Sural No, : h
‘ B Dikirim berisi tanggal
it dat pengiriman
o] kanr alalt o R -y Dikim /
Hira - P Tpomet
2 : -
Dinkrikea oleh Ka Sublbag. Perturin Bid ot et | Sifat Surat; ‘l- Sifal Suraf diis! dengan Blasa,
Miiiajsme Kedefatal = Terbatas dan Rafiasia )
Nemmioe: a T ———— Tempsat Yariggat Bulan T ﬂ}- R
s -yl ' ! Bl Tanm Diisi dengan tempat dan
langgal penomaran agenda
Taretah dabrats MEMBACA Naskah Dinas )
Fd bt g et T A W B
] v e B
e Membaca diisi dengan Asal,
1 Kepils Bagan Parymdang undovg i ] Nomor dan tanggal Naskah
Dinas yang akan
s ditindaklanjuli
2 Kepath Bife Hlukum den Organisad. cual« imgom J
Adadten
3. Kepaa By Umum, P L
LT
4 Sekrslarie Jendaral = 0w
) R
Dilsl dengap nama jabatan
} dan alamal tujuan naskah
Ditatapkarny AL - - dinas
J
Mantet Kesetatan,
Ditelapkan dgilsi dengan nama
|ebatan diawall dengan hurul
= kapital, nama pejabat ditulis
il Eznd Masiosic dengan huruf awal kapital
I~ (pejabat  selain - menteri
Lampitan Tembusan - disertal NIP )
Hal 2 R L S
3 = Za == -
Lampiran dan Tembusan diisi
— lika diperlukan
Py
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Contoh:
Format Verbal mengenai Naskah Dinas yang ditandatangani
Eselon I, dari unit pengolah Bagian Kearsipan dan

Administrasi Biro Umum

KEMENTERIAN KESEHATAN
HAEPUBLIK INDONESIA
Agerida Sural No N
p—— Dikiﬂ_n} barisi tanggal
Dissfesaikan wel Penyelenggar L fuetenwgen | Diarim i pengitiman
Ny« N Tesgen J» =4
lsumwgi -\
Diperilsa oleh Ka Subbag: Pérsuraten o> mngom | Sifal Surat "L Sifat Sural diisi dengan Bigsa
H Terbatas dan Rahasia
Nomor |, .. 1o b i b £ 0 Tempal, Tanggal Bulan Tatun } 4
A OOUNACE I O] Do = O Dl‘s‘ denga" lempal daﬂ
tanggal penomoran agenda
Tergnih aanny MEMBACA Naskah Dinas
T s Al 1w T P ) W,
kbt o 4 % FL }
e—
1 Kepalt Baglan Kearsioan dum Admintstoes, [ — Membaca dilsl dengan Asal.
Nomor dan 1anggal Naskah
R Dinas yang akan
2 Kupals Biro Urmioni. N — ditindaklanjuti )
N
Diisi dengan nama jabatan
Dielagkany; W } dan alamal lujuan naskah
dinas
Sakretatis Janaisy, J
Ditetapikan diisl dengan nama\
|abatan diawali dengan hurut
kapital, nama pejabat ditulis
untuig Susang Su
NW':gesmmsaxw dengan huruf awal kapital
(pejabal selain menlari
Lampitan Tambusan disertal NIP) )
1
Hal H] ~|>_ ™
3 J Lampiran dan Tembusan diis!
jika diperlukan
J
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Contoh:

Format Verbal mengenai Naskah Dinas yang ditandatangani

Eselon I, dari

Administrasi Biro Umum.

unit pengolah Bagian Kearsipan dan

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Agenoa Surat No
[P
Dippiasaikan pan Pappsinngnaa ecegw | [ERIemY
ey« 8 fvapon,
e
Iipetiksa olsh e Subbag, AdminisRe) st | Sttt Sy

Perjatansn Diras

Narrar UBsd e i S 0Ty Tempar, Tanggdl Hulan Tahun

T S

MEMBACA

s g s HOW: T TANEIRI
Pl e gt 2

Tertahih dahiby,

Oubudibdn
t. Kapala Badisn Kearspm dan Adminisirsal. oaim » nggm
Dyl ity
Repai Biees Limum,
Oanak Marle Winmarim
NI {96010&2 1987032001
Lampitan Tambusan'
1
Hal 2
3

\
Dikinm berisi langgal

}_ pengiriman
' J
N
} Sifat Sural diisi dengan Biasa,
Segera.dan Sangat Segera

} Diisi dengan lempal dan
tanggal pevomaran -agenda
Naskah Dinas

\.

/

Membaca diisi dengan Asal,
Nomar dan fanggal Naskah
Dinas yang akan
ditindaklanijuti

~
B Diisi depgan nama jabatan
dan alamal tujuan naskah
dinas

J

Ditetapkan diisi dengan nama
jabatan dlawall dengan hisruf
Kapilal, nama pejabal ditulis
dengan hurul awal kapilal
(pejabat  selain  meanteri

disertal NIP!
Il J

J Lampiran dan Tembusan ditsi
jika Giperiukan
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Persetujuan Konsep

Dalam persetujuan konsep harus diperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

a. Apabila isi naskah dinas dan lampirannya menyangkut lebil
dari satn unit kerja, verbal konsep tersebut harus terlebih
dahulu diedarkan dan disetujui oleh pejabat-pejabat secara
hierarki dari unit terkait.

b. Verbal konsep naskah dinas yang akan ditandatangani oleh
Menteri Kesehatan, terlebih dahulu diajukan dan disetujui
oleh Sekretaris Jenderal.

c.  Verbal konsep sambutan Menteri Kesehatan sebelum
diajukan dan disetujui oleh Sekretaris Jenderal terlebih
dahulu diperiksa oleh Kepala Biro Komumnikasi dan Pelayanan
Masyarakat.

d. Verbal konsep surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri
Kesehatan dan Pimpinan Eselon I, terlebih dahulu diperiksa
oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

e. Verbal konsep mnaskah dinas yang ditandatangani oleh
Sekretaris Jenderal atas nama menferi ferlebih dahulu
disetnjui oleh eselon I yang terkait dengan substansi naskah
dinas.

f.  Verbal konsep sambutan Sekretaris Jenderal terlebili dahulu
diperiksa oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat.

g. Sebagai tanda persetujuan komsep tersebut, pejabat yang
berwenang menandatangani naskah dinas, wajib
membubuhkan paraf dan tanggal pada verbal konsep naskah
dinas.

h. Pada setiap verbal, lembar draft dan naskah dinas akhir (net)
untuk naskah dinas arahan dan naskah dinas khusus wajib
dibubuhi paraf’ oleh pejabat eselon [l atau eselon TV dari

pejabat penandatangan tersebut.
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i. Pada verbal untuk mnaskalh dinas korespondensi wajib

dibubuhi paraf pejabat tata usaha dipojok kanan bawal.

j-  Apabila isi naskalr dinas tentang keuangan dan kebijakan

yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan, maka setiap
halaman naskah dinas dan lampirannya harus diparaf oleh

minimal pejabat eselon [ unit penyelenggara.

Registrasi Naskah Dinas

a. Setelah naskah dinas mendapat persetujuan dari pejabat
yang berwenang, konsep terscbut diregistrasi dan diberi
nomor mnaskalb dinas dan tanggal dengan tinta basah
berwarna biru. Registrasi naskah dinas merupakan segmen
penting dalam pemberkasan, sehingga dapat disusun
berdasarkan kronologis dan memberikan kemudahan temu
balik.

b, Penomoran mnaskalh dinas berupa peératuran perundang-
undangan hanya menggunakan wnomor urnt dan tahan
berjalan.

¢. Naskah akhir (net) setiap verbal pembentukan Keputusan
Menteri kecnali dalam hal pengangkatan pegawai dilakukan
oleh Biro Hukum dan Organisasi.

Pengetikan
Setelah naskah dinas tersebut diregistrasi, konsep diteruskan
kepada unit pengolah untuk dibuat naskah akhir (net). Beberapa
hal harus diperhatikan dalam pengetikan naskah:
a. Bentuk Naskah Dinas
Bentuk naskah dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan
terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu:
1) Naskah dinas dalam bahasa Indonesia menggunakan
bentuk setengah lurus atau setengah balok (semi block
style).
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2) Naskalh dinas dalam bahasa Inggris menggunakan
bentuk lurus atau bentuk halok (block style).

b. Ukuran dan jenis kértas
1)  Uknoran
Untuk keseragaman tata naskah dinas, ukuran kertas
yang digunakan sebagai berikut:
d) Naskalh dinas arahan menggunakan Kkertas F4
herukuran 210 x 330 mm( 8,5 x 13 inci);
b) Naskah dinas korespondensi menggunakan kertas
A4 yang berukuran 210 x 297 mm ( 8% X 11% inci);
¢) Naskah dinas khusus menggunakan kertas A4 yang
berukuran 210 x 297mm ( 8% x 11% inci);
d) Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran
210 x 297 mm (8% x 11% inci); dan
¢) Telaahan staf menggunakan kertas A4 yang
berukuran 210 x 297 mm ( 8% x 11% inci).
2) Jenis Kertas
a) Untuk naskah dinas, digunakan jenis kertas HVS
putib 80 gram.
b) Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh
menteri menggunakan kertas Congueror.
c¢.  Bentuk Huruf (fonts)
Setiap tulisan naskah dinas kecuali pembentukan peraturan
perundang-undangan menggunakan bentuk huruf Arial
ukuran 11 (sebelas) atau 12 (dua helas) dan spasi 1 (satu)
sampai dengan 1,5 (satu setengah).
d. Ruang Tepi (Margin)
Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan
naskah dinas, diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas
digunakan secara penuli. Oleh karena itu, perlu ditetapkan
batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada tepi atas,
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kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat
ruang yvang dibiarkan kesong. Penentuan rtuang tepi
dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan
yang digunakan untuk miembuat naskal dinas, yaitu: Ruang
tepi atas: apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di
bawal kop; dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-
kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas;

1)  Ruang tepi bawal: sekurang-konrangnya 2,5 cm dari tepi

bhawah kertas;
2) Ruang tepi kiri: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri

kertas;

3) Ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi
kanan kertas.

Catatan:

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepl seperti
tersebut di atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak
atan tidaknya isi snatn naskah dinas. Penentnan ruang tepi
(termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) hendaknya

memperhatikan aspek keserasian dan estetika,

Pembubuhan Paraf
Naskah akhir (net) terlebih dahulu diteliti dan diparaf oleh

pejabat setingkat di bawah pejabat penanda tangan di akhir nama
jabatan. Selanjutnya pejabat dua tingkat di bawah pejabat
penandatangan memniberikan paraf di awal nama jabatan. Naskah
akhir (net) Naskah dinas dibuat menjadi dua rangkap, dengan
pembubuhan paraf ditempatkan pada lembar naskah dinas
pertama.

a. Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh menteri di
lingkungan sekretariat jenderal pembubuhan paraf terlebih
dahulu dilakiikan oleh pimpinan unit eselon 11 terkait di awal
nania jabatan penandatangan dan sekretaris jenderal di akhir

nama jabatan penandatangan.
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Contoh:

Paraf Meriteri Kesehatan, Paraf
Eselon Il Sesjen

Nila Farid Moelogk

Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh menteri di
lingkungan direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan
badan, pembubnhan paraf terlebih dahuln dilakukan ocleh
pimpinan unit eselon 1 terkait di awal nama jabatan
penandatangan dan sekretaris jenderal di akhir nama jabatan

penandatangan.

Contoh:

Paraf Menteri Kesehatan, Paraf
Eselon | Sesjen

Nila: Farid Moeloek

Untuk mnaskah dinas yang ditandatangani oleh sekretaris
jenderal di lingkungan sekretariat jenderal pembubuhan paraf
terlebih dahulu dilakukan oleh pimpinan unit eselon I
terkait di awal nama jabatan penandatangan dan pimpinan

unit eselon II di akhir nama jabatan penandatangan.

contoh:

Paraf Sekretaris Jenderal, Paraf
Eselon Il Eselon Il

Untung Suseno Sutarjo
NIP 195810171984031004

www.peraturan.go.id



2017, No.330 88

d. Untuk naskah dinas yang dibuat oleh sekretariat unit eselon [
di lingkungan direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan
badan, pembubuhan paraf terlebih dahulu dilakukan oleh
pejabat eselon II terkait di awal nama jabatan penandatangan
dan sekretaris unit eselon T di akhir nama jabatan penanda

tangan.

Comntoli:

Paraf Direktur Jenderal ~ Paraf
Eselon Il Kefarmasian dan Alat Kesehatan, | SesDitien

Maura Linda Sitanggang
NIP 195805031983032001

¢. Untuk naskah dinas yang ditandatanigani oleh pejabat eselon
11, pembubuhan paraf terlebih dahulu dilakukan oleh pejabat
eselon IV terkait di awal nama jabatan penandatangan dan
pejabat  eselon [ terkait di akhir nama jabatan

penandatangarl.

Contoh:

Paraf Kepala Biro Umum, Paraf
Eselon IV Eselon lI|

Desak Macle Wismartiiii
NIP

6. Wamna Tinta
Tinta yang digunakan untuk penulisan surat berwarna hitam,
sedangkan untuk warna tinta yang digunakan dalani pembubuhan

paraf dan tanda tangan berwarna biru tua.
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7. Penomoran Naskah Dinas
Contoh penomoran:

a) Naskah Dinas yang ditandatangani Menteri Kesehatan

HK.01.06/Menkes/86/2016

’ Kode Kiasifikasi (Pokok

Masaiah, sub masalah
dan sub sub masalah)

Naskali dinas vang di
tandatangan Meunteri
Kesehatan

Nomor urut surat (dnta
basah berwarma biru)

» | Tabun pembuatan surat

b) Naskah Dinas yang ditandatangani Eselon T
HK.03.01/I1/121/2016 |
. Kode Klasifikasi (Pokok

L Masalah, sub masalah
dan sub sub masalah)

Kede Unit Pengolah
Eselon I di lingkungan
Sekretariat Jenderal
(Naskah dinas asal dari
Biro Hukum dan

Organisasi)

Nomer trut surat (Hnta
basali berwarna biru)

Tahun pembuatan surat
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¢) Naskah Dinas yang ditandatangani Eselon 11

LB.02.01/2/172/2016

Kode' Klasifikasi, sub
| masalalh dan sub sub
masalal

Kede Unit Pengolah
Eselon 1 di lingkungan
Pusat Penelitian dan
Pengembangan
Biomedis dan Teknologi
Dasar Kesehatan
(Naskah dinas asal dari
Bidang Biomedis)

Nomor amit surat (tinta
basah berwarna biru)

— + | Tahun pembuoatan strat

d) Penomoran Peraturan Menteri Kesehatan

Format:
NOMOR ..... TAHUN .....
8. Penulisan Alamat Surat
a) Penulisan alamat dalam naskah dinas dibawah Yth.
Comntoh surat eksternal Kementerian Kegehatan:
Yth. Presiden Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat N6 -..-
Jakarta
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Contoh surat internal Kementerian Kesehatan (berada dalam

satu alamat yang sama):

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan
Jakarta

Alamat lengkap surat ditalis di amplop.

Contoh surat eksternal Kementerian Kesehatan:

Yth. Presiden Republik [ndonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. ...
Jakarta

Contoh surat internal Kementerian Kesehatan: berada dalam

satu alamat yang samaj:

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan
Jakarta

Penulisan nama jabatan di alamat surat dan amplop tidak
menggunakan sebutan bapak atau ibu.

Untuk perhatian (u.p.) digunakan atau ditujukan kepada
seseorang atau pejabat teknis yang menangani suatu kKegiatan
atau suatu pekerjaan tanpa memerlukan kebijakan langsung
dari pimpinan pejabat yang bersangkutan.

Contoh penggunaan u.p.:

Yth. Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
u.p: Kepala Bagian Mutasi
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C. Penggunaan Lambang Negara, Logo dan Cap Dinas

Lambang negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah
dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan
resmi. Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan Tata
Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu ditentukan
penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas pada kertas surat
dan amplop.

l.  Penggunaan Lambang Negara

Ketentuan penggunaan lambang negara untuk naskah dinas

adalah sebagai berikut:

a. Garuda Pancasila berwarna emas digunakan dalam tata
naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang
bersifat tetap dan resmii yang ditandatangani sendiri oleh
Menteri.

b. Lambang negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat
secara simetris pada naskah dinas.

2.  Penggunaan Logo

a. Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol
atau huruf yang digunakan dalam tata naskah dinas instansi
pemerintalhh sebagai identitas agar publik lebih mudah
mengenaliya.

b. Logo yang digunakan di Kementerian Kesehatan adalah Logo
Kementerian Kesehatan dan Loge Gerakan Masyarakat
(Germas). Logo Kementerian Kesehatan ditempatkan di
sebelah  kiri kepala surat, sedangkan Logo Germas
ditempatkan di sebelah kanan kepala surat. Unit Pelaksana
Teknis (UPT) dapat mencantumkan logo UPT disebelah kanan
kepala surat menggantikan logo Germas.

¢. Logo akreditasi, sertifikasi, atau sejenisnya dapat
dicantumkan dibawah naskah dinas.
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Contoh:

’ KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT. DR. M. HOESTN } ! )
‘ Jman Jenderal Sodirman Kb 3,5 Palembang 51128

Telepon (0711) 354 U88 Fakmimile (0711) 351 318
Laman vwve.rsmhise.Jd Sorat Eeltronik temasifbrsmh. ted

TERAREDN LS WARS
% PARIPLRNA
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Kepala Naskah Dinas

a. Pada kepala naskah dinas kementerian, dicantumkan loge
Kementerian Kesehatan, nama Kementerian Kesehatan,
alamat lengkap tanpa singkatan disertai kode pos, telepon,
faksimile, surat elektronik (e-mail) apabila ada, serta garis
penutup tebal.

b. Pada Xkepala surat dinas Eselon 1, dicantumkan logo
Kementerian Kesehatan, nama Kementerian Kesehatan, nama
Unit Kerja Eselon 1, alamat lengkap tanpa singkatan disertai
kode pos, telepon, faksimile, surat glektronik (e-mail) apabila
ada, serta garis penutup tebal.

¢.  Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang alamatnya berbeda dengan
alamat kantor unit utama seperti Rumah Sakit Vertikal,
Kantoer Kesehatan Pelabuhan, Balai Besar, Balai dan
Politeknik Kesehatan, dicantumkan logo Kementerian
Kesehatan, nama Kementerian Keséhatan, nama Unit Kerja
Eselon [, nama Unit Pelaksana Tekuis, alamat lengkap tanpa
singkatan disertai kode pos, telepon, faksimile, surat
elektronik (e-mail) apabila ada, serta garis penutup tebal.

d. Untuk pencantuman nomeor telepon dan surat elektronik (e-
mail) Eselon [ yang berada di bawah Eselon 1 dan komite
dapat diletakan di bagian bawah naskah dinas.

Format Kepala Naskah Dinas

Penggunaan kop mnaskah dinas hanya pada lembar pertama

naskah dinas.

a. Naskalr dinas yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan
1) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri

Kesehatan menggunakan kop surat dengan lambang
Garuda Paneasila emas yang diletakkan secara simetris
dan di bawahnya bertuliskan MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA atau MINISTER OF HEALTH OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA.
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2) Untuk mnaskali dinas arahan tulisan MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA berwarna emas dan
untuk naskah dinas korespondensi tulisan MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA atau MINISTER OF
HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA berwarna hitam dan
pada tepi hawah kertas tercantum alamat Kementerian
Kesehatan, seperti contoh berikut.
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Contoh Kepala Surat/Kop Naskah Dinas Arahan:
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Contoh Kepala Surat/Kop Naskah Dinas Korespondensi:

MENTER! KESEHATAN
HEPUBLIY INOONESIA

Lok H R Rasurn Sald Blok X5, Kav 5 —9 Jakany 52650 TeleponFaksmite (021] 5201591
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atau

MINISTER OF HEAUTH
REPUBLIE OF IRDOSESIA

R Razsorm Sadd Sl Biock X6 Ko 4 =% Jukarin 12050 Phome!/Fms (0211 §2014687

Keterangan:

1) Garis tengah lambang Garuda Pancasila 2,2 cm.

2) Dibawah lambang Garuda Pancasila MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA atau MINISTER OF
HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA.

3) Huruf yang digunakan adalah Arial ukuran 9.

www.peraturan.go.id
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Naskalir dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon 1

kebawah

1. Naskah dinas yang ditandatangani pejabat eselon [ dtas
nama Menteri Kesehatan menggunakan kop surat dalam
Bahasa Indonesia atan Bahasa Inggris dengan lambang

Kementerian Kesehatan sebagaimana contoh terlampir.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 5 /

Jalen HiR: Rasuria Said. Blok X-5 Kavliig 4-5 Jakarts 12950 R
Tedepon (024) 5201590 [ Humting) 5

GERMAS

www.peraturan.go.id
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4
b

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA

H.R_Rasuna Said Strest Block ¥-5 Kavling #:3 Jakarta 12950
Phone t+6221) 5201590 ( Hunting)

&

GERMAS

www.peraturan.go.id
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Keterangan:

1) Lambang Kementerian Kesehatan diletakan di
sebelah kiri dan loge germas di sebelah kanan:

9) Tulisan KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA atau MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC
OF INDONESIA menggunakan hurul Tahoma
ukuran 15 pt dan tebal.

3) Tulisan alamat dan nomor telepon menggunakan
huraf 7Tahoma ukuran 10 pt, garis batas

menggunakan tikuran 4.5 pt.

1,5 ecm

“

P KEMENTERIAN KESEH$ATAN REPUBLIK INDONESIA

2,5 cm

Jalan H.R. Resuria Said Blok X-5 Kaviing 4-9 Jakarta 12950 2,7 cm
Telepon (D21) 5201580 ( Huriting)

Surat yang ditandatangani pejabat eselon 1 atas nama
sendiri, pejabat eselon II atas nama pejabat eselon 1 dan
pejabat eselon [ atas nama sendiri menggunakan kop
surat dalam Bahasa Indonesia dengan lambang

Kementerian Kesehatan sebagainiana contoh terlampir.

www.peraturan.go.id
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Contoh Kop Surat Sekretariat Jenderal

“

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R: Rasuna Saki Blok X-5 Kaviing 4-9 Jakarta 12950
Telapon (021) 5201590 (Hunting)

GERMAS

www.peraturan.go.id
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Contoh Kop Surat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

I‘

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
Jatan H.R, Rastng Said BloX X-5 Kaviing 4-9 Jakarta 12950
Telepor: (021) 5201590 (Merng)

-
-
GERAMAS

www.peraturan.go.id
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Contolr Kop Surat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

“

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Jalan Percetakan Negera Mo, 29 Kotsk Pog:223 Jakarta 10560
Telepan (021) 4247408 (Hunting) Faksimile ((121) 4207307

www.peraturan.go.id
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Contoli Kop Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

“

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Jalan H R, Rasuri Saic Biok X-5 Kaving 4-9 Jakarta 12950
Tetepon (021) SI0LSH0 { Hunang)y

<
>
GERMAS

www.peraturan.go.id
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Contoh Kop Surat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

4

q

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESTA

DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Sald Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta. 12950
Telepan (D21) 5201590 Pesawat 2029, SIS, 500
Faksimile [021] 52964838 Kotak Pos 203

¥

GERMAS

www.peraturan.go.id
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Contoh KopSurat Inspektorat Jenderal

2017, No.330

“

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
Jaldin H.R: Rasuna Said Blok X-5 Kavirg 4 Jakaita 12950
Telepon (02L) 5201590 ( Huntng)

www.peraturan.go.id
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Contoh Kop Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

s

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
lalun Pergatakan Negara Noo 29 lakarta 10560 Kotak Pos 1220
Tetepon ((G21) 4261088 Faksimile (021} 424933
Lasran vevew. itbang. depkes. go.id Strat Elektronth sesbanlithbang dephes, go.d

www.peraturan.go.id
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Contoh Kop Surat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA >
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
l SUMBER DAYA MANUSTA KESEHATAN
‘ Jeian Hang lehat 3 Blok #3 Kehayoran Baru Jakarta Selatan 12120 A=
Telepon (U21) 724 5517 ~ 7279 7508 Faksimlle (021) 7279 7505 GERMAS

Larman www. bppsdmk. depkes.go . id

www.peraturan.go.id
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Keterangan:

1)

2)

5)

6)

Lambang Kementerian Kesehatan diletakan di
sebelah kiri dan loge germas di sebelah kanan:
Tulisan KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA menggunakan huruf Tahoma ukuran
15 pt dan tebal.

‘Tulisan Unit Utama menggunakan huruf Tahoma

ukuran 12 pt dan tebal.

Tulisan Satuan Kerja yang berbeda dengan alamat
unit utama menggunakan huruf Tahoma ukuran 12
pt.

Tulisan alamat dan nomor felepon menggunakan
huruf Tahoma ukiiran 10 pt.

Garis batas menggunakan ukuran 4,3 pt.

1,5 em

KEMENTERIAN KESEHQTAN REPUBLIK INDONESIA

2,5 cm

Jalan H.R, Rasuna Sald Blok X-5 Kaviing 4-9 Jakarta 12950 2,7 cm

SEKRETARIAT JENDERAL

Telepon {021) 5201590 [ Hunting)

3. Surat yang ditandatangani pejabat eselon 1 atas nama

sendiri, pejabat eselon II atas nama pejabat eselon I dan

pejabat eselon [ atas nama sendiri menggunakan kop

surat dalam Bahasa Inggris berlambang Kementerian

Kesehatan sebagaimana contoh terlampir.

www.peraturan.go.id
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Contoh Kop Surat Sekretariat Jenderal dalam Bahasa [nggris

4
B

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Jatar Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatar 12120
Tetepon (0211724 5517 — 72749 7508 Faksimile (D21) 7278 7504
Laman wwy bppgtimk dephes.go.jd

<
=
GERMAS

www.peraturan.go.id
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Conteh Kop Surat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam

Bahasa Inggris

r
L

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF PUBLIC HEALTH
H.R. Rascna Said Street Block X-5 Kavling #-9 Jakarts 12958
Phone (+6221)'5201590 ( Hunting)

1
3>
GERMAS

www.peraturan.go.id
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Contolr Kop Surat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit dalam Bahasa Inggris

4
b

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL DISEASE PREVENTION AND CONTROL
Pervetikan Negom Street N 29 Mail Bax 223 Jdkanta 10560
Phone 162211 4247608 (Fustemgy Fox 10622 {3 207807

<
-
GERMAS

www.peraturan.go.id
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Contoh Kop Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam

Bahasa Inggris

r
.

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICE
FLR. Rasupi S2id Strast Bloek X-5 Kaviing 4-9 Jakafty 12950
Phane (+6221) 5201590 (Humting)

¥

GERMAS

www.peraturan.go.id
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Contoh Kap Surat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
dalam Bahasa Inggris

4
o

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL

OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICES
W R, Rasuna Sad Streed Block %5 Kavling 4+ Takarta 12650
Fhone (+6221) 5201590 Ext 2029, 5008, 5900 Fax (+6221) 52961638 Mal Box 703

¥

S
GERMAS

www.peraturan.go.id
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Contoh Kop Surat Inspektorat Jenderal dalam Bahasa Inggris

’
%

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA
INSPECTORATE GENERAL
H.R. Risuna Sald Street Block X-5 Kavlifg 4-9 dakarta 12956
Phores(+6221) 5201590 (Munting)

¥

www.peraturan.go.id
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Contoh Kop Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

dalam Bahasa Inggris

4
B

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA
BOARD OF HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT
Percetakan Negara Strast No. 28 Jakarta 10560 Mall Box £226
Phoma (+6234) 4261088 Fax (+6221) 424933
Websitz v lithang. dephes.go.id Emall sestramniitbang.depves.go.d

4
A
GERMAS

www.peraturan.go.id
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Contolr Kop Surat Badan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Bahasa Inggris

,
B

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA
BOARD OF DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT
OF HUMAN RESOURCES FOR HEALTH
Hang Jebat 3 Street Block £3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Phome (+5221) 7295517 - T279762 Fax (+6221) 72797508
Wabisite www:bppsdmic.dapies,go id

<
A=
GEAMAS

www.peraturan.go.id
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Keterangan:

1) Lambang Kementerian Kesehatan diletakan di
sebelah kiri dan loge germas di sebelah kanan:

2) Tulisan MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF
INDONESIA menggunakan huruf Tahoma ukaran 15
pt dan tebal

8) ‘Tulisan Unit Utama menggunakan huruf Tahoma
ukuran 12 pt dan tebal.

4) Tulisan alamat dan nomor telepon menggunakan
huruf Tahoma ukiiran 10 pt.

S)  Garis batas menggunakan ukuran 4,5 pt.

5.  Penggunaan Cap Dinas
a. Jenis
Cap dinas ada 2 macam, yaitu:
1) Cap instansi
2) Cap jabatan
b. Warna
Cap dinas menggunakan tirita Derwarna ungu.
c. Penggunaan
1) Cap instansi

Cap instansi terdiri atas:

a) Cap instansi Kementerian Kesehatan digunakan
untuk menyertai tanda tangan pejabat eselon [ atas
nama Menteri Kesehatan.

b) Cap unit kerja di Ilingkungan Kementerian
Keschatan (setingkat Eselon I) digunakan untuk
menyertai tanda tangan pejabat struktural selain
pejabat Eselen 1 di lingkungan wunit organisasi

tersebut.

www.peraturan.go.id
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2) Cap jabatan
Cap jabatan terdiri atas:

a) Cap Menteri Kesehatan digunakan hanya untuk
menyertai tanda tangan Menteri Kesehatan atat
Menteri ad. Interim apabila Menteri Kesehatan
sedang berhalangan/tidak ada.

b) Cap pejabat eselon [ unit kerja di lingkungan
Kementerian Kesehatan digunakan untuk menyvertai
tanda tangan pejabat eselon [ yang bersangkutan
atau pejabat sementara (pjs) vang ditunjuk selama
pejabat eselon 1 yang bersangkutan sedang
berhalangan/tidak ada.

3) Penggunaan cap dinas terletak di sebelah kiri tanda
tangan naskah dinas dan mengenai tanda tangan pejabat
yang berwenang.

4) Untuk Naskah Dinas Dberbahasa Inggris tidak
menggunakan cap, baik cap instansi manpun jabatan.

Bentuk ukuran, huruf dan isi tulisan

1) Bentuk
Bentuk cap dinas di lingkungan Kemeunterian Kesehatan
adalah pulat.

2) Ukuran

Ukuran setiap lingkaran pada cap dinas di lingkungan

Kementerian Kesehatan dengan ukuran diameter sebagai

berikut:

a) R1 dengan garis tengah 40 mm dan tebal garis 1,5
mm

b) R2 dengan garis fengah 38 mm dan tebal garis 1
min

¢) R8 dengan garis tengah 30 mm dan tebal garis 1,5
mm

d) R4 dengan jarisjari dimulai dari R3 = 0,7 mm dan

www.peraturan.go.id
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tebal garis 1,5 mm

Huruf-huruf yang digunakan adalah huruf kapital
dengan ukuran yang disesuaikan dengan bésarnya cap
serta jumlah atan banyaknya huruf yang ada didalam
cap tersebut.

Isi tulisan pada cap instansi/jabatan Kementerian
Kesehatan

a) Isi tulisan pada cap instansi Kementerian Kesehatan

diatur sebagai berikut:

(1) Isitulisan diantara lingkaran kedua dan ketiga
adalah nama KEMENTERIAN KESEHATAN.

(2) Pemisah antara tulisan KEMENTERIAN dan
KESEHATAN diberikan doa tanda bintang
hersudut lima pada sisi kiri dan kanan.

(3) Di dalam garis lingkaran ketiga terdapat dua
garis secjajar yang di dalamnya bertaliskan
REPUBLIK INDONESIA.

Contoh cap Instansi Kementerian Kesehatan:

www.peraturan.go.id
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[si tulisan pada cap jabatan Menteri Kesehatan

diatur sebagai berikut:

(1) Isitulisan di antara lingkaran kedua dan ketiga
adalah nama KEMENTERIAN KESEHATAN
pada bagian atas;

(2) Di bagian bawah bertuliskan REPUBLIK
INDONESIA; dan

(8) Pemisah  antara tulisan KEMENTERIAN
KESEHATAN dan REPUBLIK INDONESIA
diberikan 2 (dua) tanda bintang bersudut lima
pada sisi kiri dan kanan.

(4) Di dalam lingkaran ketiga terdapat gambar
Garuda Pancasila

Contoh cap jabatan Menteri Kesehatan:

[si tulisan pada cap unit kerja dan jabatan di
lingkungan Kementerian Kesehatan (setingkat
eselon I) di atur sebagai berikut:

(1) Isi tulisan diantara lingkaran kedua dan ketiga
adalah nama KEMENTERIAN KESEHATAN
pada bagian atas.

(2) Di bagian bawah bertuliskan REPUBLIK
INDONESIA.

www.peraturan.go.id
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(8) Pemisah  antara tulisan KEMENTERIAN
KESEHATAN dan REPUBLIK INDONESIA
diberikan dua tanda bintang bersudut lima
pada sisi kiri dan kanan.

(4) Di dalam garis lingkaran ketiga terdapat dua
garis sejajar yang di dalamnya bertuliskan
nama unit organisasi dan jabatan di

Kementerian Kesehatan.

Contoh cap unit kerja Sekretariat Jenderal dan
jabatan Sekretaris Jenderal:

Contoh cap wunit kerja Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat dan jabatan Direktur
Jenderal Kesehatan Masyarakat;

www.peraturan.go.id
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Contoh cap wunit kerja Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan jabatan

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit:

CRARK TR MHDERAL
PENCERRMAL CATI
FENTENORLIAN FEIAXT o

Contoh cap wunit kerja Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan dan jabatan Direktur

Jenderal Pelayanan Kesehatan:

Contoh cap unit kerja Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan jabatan

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan:

www.peraturan.go.id



105 2017, No.330

Contoh cap unit kerja Inspektorat Jenderal dan

jabatan Inspektur Jenderal:

Contoh cap unit kerja Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan dan jabatan Kepala

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan:

Contoh cap unit kerja Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
dan jabatan Kepala Badan Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan:

DADAN MEIARMAMIS A OAY
[ FEmEEADATRA L NIMEER DAVA
1

I K6 TEWE T

www.peraturan.go.id
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Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas.
Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas
dapat dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah
dinas atau bagian mana dari naskah dinas tersebut yang diadakan
perubahan, pencabutan, pembatalan, dan/atan ralat.

a. Pengertian

1) Perubahan
Perubahan adalah mengubah bagian tertentn dari
naskah dinas yang dinyatakan dengan Jlembar
perubahan.

2) Pencabutan
Pencabutan adalalh mencabut naskah dinas tertentu
karena Dbertentangan atau tidak sesuai lagi dengan
peraturan  perundang-undangan vyang lebilh tinggi,
khusus, atau naskah dinas yang baru ditetapkan.

3) Pembatalan
Pembatalan adalahh menyatakan bahiwa seluruli materi
naskah dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu
pernyataan pembatalan dalam naskah dinas yarg baru.

4) Ralat
Ralat adalahh perbaikan yang dilakukan terhadap
sebagian materi naskalh dinas melalui pernyataan ralat
dalam naskah dinas yang baru.

b. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat.

1) Pejabat yang Dberhak menentukan  perubahan,
pencabutan, dan pembatalan adalalh pejabat yang
menandatangani naskah dinas fersebut atau oleh
pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

2) Ralat yang bersifat kekelirnan kecil, seperti salah ketik,
dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani naskal

dinas.

www.peraturan.go.id
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7. Nomor Halaman
Nomor halaman ditulis dengan menggunakan nomor urut angka
Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan
membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor,
kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop

naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

8. Amplop

Standar ukuran Amplop dinas adalah sebagai berikut:

a. Surat biasa: 110 x 250 mm, sedangkan untuk surat yang
bersifat rahasia pada amplop luar 115 x 255 mm dengan
ketebalan 35,5 - 100 g/m2.

b. Surat yang dilipat dua: 176 x 250 mm.

c. Surat dengan kertas A4 tanpa dilipat: 340 x 250 mm.

d. Warna amplop putih dipergunakan untuk naskah dinas yang
ditandatangani oleh Menteri Kesehatan dan warna amplop
cokelat muda dipergunakan untuk naskah dinas yang
ditandatangani pejabat di lingkungan  Kementerian
Kesehatan.

e. Logo pada Amplop dicetak di sebelah kiri atas.

Contoh Amplop Menteri Kesehatan dalam Bahasa Indonesia:

b 4

IMENTER| KESEMATAN

www.peraturan.go.id
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Contoh Amplop Menteri Kesehatan dalam Bahasa Inggris:

) 4

MINISTER OF HEALTH
REPUBLICOF INDONESIA

Contoh Amplop Kementerian Kesehatan dalam Bahasa Indonesia:

' . KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA * J

. Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
‘ Telepon (U21) 5201590 (Huniing) .

Contoh Amplop Sekretariat Jenderal:

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA »
SEKRETARIAT JENDERAL
- Jalan MR, Rasuna Saud Blck %5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 i
k Teteport (021) 5201590 (Mesting) S
GERMAS
Nomar : .
Yth ...

www.peraturan.go.id
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Contoh Amplop Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat:

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kaviing 4-9 Jakaita 12950
Telapon (U24) $201590 { Hunting)

4

&
>

Contoh Amplop Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit:

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Jalan Pescetakan Negara No. 20 Kotk Pas 223 Takarta 10560
Tedspon (621) 4247608 ( Hunting) Faksimile (021) 4207807

'_

I~ +

¥

GERMAS

NOROOT. 3 tuctrctiiustossassasizamaiciusost

™t

Contoh Amplop Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan:

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Jalan H.R. #asura Sald Blok X5 Kavliog 4-9 lakarta 12950
Telepon (021} 5201590 ( Mnting)

¥
>
GERMAS

) A—

www.peraturan.go.id
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Contoh Amplop Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan:

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA »
~ DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-0 Jakarta 12950 3
s__ Telapon (021} 5201590 Pesaviat 2029, 5006, 5000 &,
Faksimile (021) 52964838 Kotak Pos 203 GERMIAS

Contoh Amplop Inspektorat Jenderal:

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA a
INSPEKTORAT JENDERAL
.I - Jabi WiR. Rassura Said Blok X-5 Kaviing 4-9 Jakarta 12950
s Talepon (0Z1) 5201590 (Funting)

RN S cimsemricrscommsmaisicsnes

Contoh Amplop Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan:

' KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONAf‘SIA ® ~.

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHAT.
. - Jatan Percatakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Fos 1226
\ Telapon (021) 4261088 Faksimile (021) 424933 b, —
Lamar www.litbang. depkes.go. id Surat a.depkes.q0,id GERMAS
Yth,

www.peraturan.go.id
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Contoh Amplop Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan:

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN &
. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
‘ Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoren Baru Jokarta Selatan 12120 -~
Telepon (021) 724 5517 - 7279 7508 Fakstmile g?ﬂ 7278 7508 GERMAS
Laman www.bppadmi.depkes, go.
IR Saicinimccssiomsicommmmomionamnin

Yih, .

Contoh Amplop Kementerian Kesehatan dalam Bahasa Inggris:

' MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA
I

L3
S H.R. Raisina Said Street Blodk X-5 Kaviing 4-9 Jekarts 12950
b N Phone (+6221) 5201590 (Furiting)

Contoh Amplop Sekretariat Jenderal:

' MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA

SECRETARIAY GENERAL By )
[ & MR, R Said Strest Block X-5 Kavlig 49 Jakar 12950
b Phone (+6221) 5201590, (Munting) e~
GERMAS

Nomor e
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Contoh Amplop Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat:

2 DIRECTORATE GENERAL OF PUBLIC HEALTH
. H.R: Rasuna Said Street Block X-5 Kaviing -0 Jakatta 12950
; ! Priane (+6221) 5201590 (Hunting) . -

GERMAS

' MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA ® ! Sy

Yth. ...

Contoh Amplop Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit:
. MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA s S
/1 DIRECTORATE GENERAL DISEASE PREVENTION AND CONTROL
. Percétikan Negara Steeot No 29 Maul Box 223 Jakurta 10560
‘_ Phons (<6221 4247608 (Funtivg) Fax (<6221) 1207807 &,
GERMAS

Contoh Amplop Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan:

% DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICE
. — HR, Resunis Sak Strest Block X5 Kavling 4-9 Jukarta 12950 \
‘ 1 Phone (+6221) 5201590 | Hunting) Ky

GERMAS

' MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA ® (

www.peraturan.go.id
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Contoh Amplop Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan:

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA .
: DIRECTORATE GENERAL
k| OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICES
‘ H.R, Rasuna.San Street Block. X-5 Kavling §-9 Jaxarta 12950

Phone (+6221) 5201590 Bxt 2029, 5006, 5900 Fa); (+6221) 52954838 Mall Box 203 GERMAS

Contoh Amplop Inspektorat Jenderal:

. MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA »
INSPECTORATE GENERAL
. H.R. Rasuiia Sad Strest Block X-5 Kawiing 4-9 Jakarta 12950 3
‘ y Phora (+6221) 5201590 (Munting) <>
GERMAS

DOT 'S s s i st

Contoh Amplop Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA ®
[ BOARD OF HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT
. Percetakan Negara Strst No. 29 Jokatta 10560 Mall Box 1226
‘ Phne (46221) 4261088 Fax (+6221) 424933 &
Website wewlithang . depkes. go.id Email sesban@ifitbang.depkes.go.id GERMAS
Yth,

www.peraturan.go.id
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Contoh Amplop Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan:

’_ MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA s d
BOARD OF DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT

L K OF HUMAN RESOURCES FOR HEALTH
‘ Hang Jebat 3 Stnaet Block F3 Kebayoran Bani Jakarta Selatan 12120 5
Phong: (#6221} 7245517 - 72797302 Fax, {+6221) 72797508
Websire www bppsdmbdepkes,go.id GEAMAS
NOMIOT 7 wrarsarsarssrssrssrsersarsarsessensen:

www.peraturan.go.id
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9. Ketentuan Jarak Spasi, serta Kata Penyambung
a. Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek
keserasian, estetika, banyaknya isi naskah dinas dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikuit:
1) Jarak antara judul dan isi adalah dua spasi.
2)  Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris
pertama dengan baris kedua adalah satu spasi.
3) Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan
keperluan.
b. Kata Penyambung
Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai
tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya
(iika naskah lebih dari satu halaman). Kata penyambung
ditulis pada akhir setiap halaman pada baris teralkhir teks di
sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata
penyanibung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu
diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal
atan diberi garis bawah atau dicetak miring, kata
penvambung juoga harus dituliskan sama. Kata penyambung

tidak digunakan untuk pergantian bagian.

Contoh Format Penulisan Kata Penyambung Pada Halaman
1 Baris Paling bawah

naskah dinas ...

Dinas ... | & Kata Penyambung

www.peraturan.go.id
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Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas Kiri adalah naskah

dinas atau bagian mana dari ...dst.

dinas atau bagian mana dari

10. Tembusan

11.

Tembusan surat bagian ini diecantumkan di sebelah kiri bawah,
yvang menunjukan bahwa pihak tersebut perlu miengetaliui isi

surat tersebut.

Lampiran
Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus
diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran

merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya,

www.peraturan.go.id
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BAB 1V
PENGAMANAN NASKAH DINAS

A.  Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas

Kategori Klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari:

1. ‘Sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan
informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayalh Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara;

2. Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahni oleh pihak yvang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya
nasional, ketertiban umiim, termasuk ekonomi makro. Apabila
informasi yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitif baik
bagi lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kerugian
yang serius Dbagi privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya
kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi;

3. Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti
kerugian finansial yang signifikan; dan

4. Biasa/Terbuka adalalhh mnaskah dinas yang apabila fisik dan
informasinya dibuka untuk wmum tidak membawa dampak
apapun terhadap keamanan negara.

Penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan ftersebut
disesuaikan dengan kepentingan dan substansi naskah dinas.

Hak Akses Naskah Dinas:

1. Hak akses untuk Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia,
rahasia, dan terbatas, diberikan kepada Menteri Kesehatan dan
yang setingkat dibawahnya, serta pengawas internal/eksternal dan
penegak hukum apabila sudah diberikan izin; dan

www.peraturan.go.id
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2. Hak akses Naskah dinas berklasifikasi biasa/terbuka, diberikan
kepada semua pejabat dan staf yang berkepentingan.
Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan
dan Akses
1. Pemberian kode derajat Klasifikasi keamanan dan akses
Diberikan kode derajat pengamanan di amplep dan di sebelah kiri
atas naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk
naskali dinas yang sangat rahasia dan rahasia.
Kode derajat klasifikasi; meliputi:
a. Naskall dinas Sangat Rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan
menggunakan tinta warna merah; dan
b. Naskah dinas Rahasia diberikan kode ‘R* dengan

mengglinakan tinta warna meral.

Tata eara pemberian kode dalam penomoran:

KKA/Unit Pengolah/No. Urut/SR atau k/Tahun

Contoh:
PS.04.02/1/1717/R/2016

2. Pemberian Nomer Seri Pengaman dan Security Printing
Security printing adalah pencetakan yang berhubungan dengan
pengamanan ftingkat tinggi pada naskah, dengan tujuan untuk
mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap
keautentikan dan keterpercayaan naskal dinas.
Pemberian nomor seri pengamanan dan Security printing
menggunakan metode-metode teknis sebagai berikut:
a. Pemberian nomor seri pengaman
Pemberian nemor seri pengaman menggunakan kertas
khusus yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya

diketaliui oleh pihal-pihak tertentu. Penggunaan Kkertas ini

www.peraturan.go.id



2017, No.330 _140-

harus berurutan sesua dengan nomor sernya sehingga
memndahlkan pelacakan.

by Line width modulmion
Line width modulation adalah suatu teknik security printig.
yang terhentnk deri susunan gads vang mengalawi

penebalan pada garis-garis desan lurus maupun lengkungan
paida areq tertentu.

Gambar L. Line Widih Modulation

Relief motil adaleh suatu teknik security printing yang
dibentuk dengan pembengkokan pada areal tertentn sehingga
akan menimbulkan image ssolah-olah desam relief (moti)
terkesan: tumbul

www.peraturan.go.id
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Pembuatan dan Penigawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia,
Pembuatan dan pengawasan naskah dinas yang bersifat rahasia
dapat menggunakan nomar seri pengaman dan pencetakan
pengamanan naskah dinas, Pembuatan dan pengawasan naskah
dinas vyang hersifat rahasia dilakukan oleh unit ketrja yang
mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan ketatausahiaan,
Nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan diglunakan
antara lain pada Sertifikat yang dikeluarkan oleli Kanter
Kesehatan Pelabihan (KKP), Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan [STTPL) dan ijasah politeknik kesehatan,

Format pengisian STTPL Diklat Pimpinan

[T S e . —
T
i hotes
ey | D 17|
TIHAN
\‘.-UE" Jt“o‘ rmvboummvun DAR PELA m

(sl Panyeisngeats) muvlm W W—M 'b-a &” Tatiers 2000 Imn’ Pendudikan coo PemAAN eI }
Pegewnl Hegeh Sof ant 2
Narrra S chgEn Bt s DRSSO De * ‘
e |
e

v sl | ponayauGaianganFlsng Al GeEa ST GOONGHN, _

|
- o st Trn vane =
AN herge LU L US _-———m

1S e By 4 ekt ALk Lerg 4% o Yidatak winl 1 berd)

Fuabhn Kypomwemsimes Tingusl ll_Aoghatai: (o] Jongan wrgle 7 rormm] Tahn, (e st |
i hymw m - m(ww:m P eran e coaed) S0 ngedl i knggl suan)
Num-lwwén wﬂuum ummmwmwmmmmwe«mnvwowvun

ol l v §E e § ]
3 Aol S KOS TRAGEN TR TN |
e | R R P
| ST g
|—_|—-_'Ll;__ w Lo
Larw Lonlimn Raser

PP
G WL —"TE TTY -

www.peraturan.go.id



2017, No.330 140

BAB V
KEWENANGAN PENANDATANGANAN

A. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah
dinas antar/keluar instansi pemerintah yang bersifat keputusan/
kebijakan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi
Kementerian Kesehatan.

2. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani Naskah
vang tidak  bersifat  keputusan/kebijakan/arahan  dapat
diserahkan/dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap
tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk
menandatanganinya.

3. Penyerahan/pelimpahan wewenang dan  penandatanganan
korespondensi kepada pejabat kepala/pimpinan dilaksanakan
sebagai berikut:

a. Sekretaris Jenderal dapat memperoleh  pelimpahan
kewenangan dan penandatanganan surat dinas yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
Kesehatan.

b. Pimpinan organisasi lini pada masing-masing jajaran
Kemenferiann Kesehatan dapat memperoleh penyerahany/
pelimpahan kewenangan dan penandatanganan naskah dinas
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai

dengan bidang masing-masing,.

www.peraturan.go.id
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MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

Dirjen/ Kapus/ ) Kabag/ | Kasubbid/

Karo/
Ityen/ Kapus/ Kabag/ | Kasubbid/
Jeni SBekretaris Staf Bes. Kepal:
No i Menteri | Disen/ | o | Sesiten) | S| U w‘ Kabid/ | Kasubbag/
Hestesh Biny Ka Badan | Sesditjen/ - ' Kasubdit Kasi
Direktur

*) Ruang lingkup surat undangan yang ditandatangani staf ahli menteri hanya diperuntukan di lingkungan internal
Kementerian Kesehatan,

*) Kepala Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan Direktorat dan Pusat dapat menandatangani surat tugas untuk
bawahannya.

www.peraturan.go.id
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B. Garis Kewenangan dan Penandatanganan

1. Penggunaan Garis Kewenangan
Pimpinan Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas segala
kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi atau instansinya.
Tanggung jawal tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan
kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan
digunakan jika mnaskah dinas ditandatangani oleh pejabat yang
mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang.

2. Penandatanganan
Bentuk pelimpahan wewenang penandatanganan mnaskah dinas
adalah sebagai berikut:
a. Atas nama (a.n.)

Atas nama digunakan jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Pelimpahan wewenang tersebut diberikan secara tertulis
dalam surat kuasa, keputusan; mandat, instruksi, atau
disposisi;

2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi
tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;

3) Rentang pelimpahan paling banyak hanya dua tingkat
dihitung dari pelimpahan jenjang pertama. Dikecualiakan
dari ketentuan pelimpahan paling banyak dua tingkat
untuk keputusan yang Dberkaitan dengan urusan
kepegawaian,

4 Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat
berada pada pejabat yang diatasnamakan;

5) Pejabat yang nienerima wewenang harus
mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang memberi
pelinpahan wewenang; dan

6) Penomoran naskah dinas a.n. menggunakan nomor pejabat

yvang menandatangani.

www.peraturan.go.id
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Format;
a.n. Menteri Kesehatan

Sekretaris Jenderal,

Nama Pejabat
NIP

Contoh:
a.n. Menteri Kesehatan

Sekretaris Jenderal,

Untung Suseno Sutarjo
NIP 19581017198403 1004

b.  Untuk beliau (u.b.)

u.b. digunakan jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) jika pejabat yang diberi kuasa memberi mandat kepada
pejabat satu tingkat dibawahnya. Oleh sebab itu, u.b.
digunakan setelaly a.n. ;

2) Tanggurg jawalb sebagai akibat penandatanganan surat

berada pada pejabat yang diatasnamakan; dan

3) Pejabat yang menerima wewenarng harus
mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang memberi
pelimpahan wewenang.

4) Penomoran naskalh dinas u.b. menggunakan nomor pejabat

yang menandatangarni.
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Format:
a.n. Menteri Kesehatan
Pejabat satu tingkat dibawah,
. b.

Pejabat dua tingkat dibawah

Nama Pejabat
NIP

Contoh:
an. Menteri Kesehatan
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat,
u.b.

Direktur Kesehatan Kerja dan Olah Raga

drg. Kartini Rustandi, M.Kes
NIP 19630407 1987122001

C. Pelaksana Tugas (PIt.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas yang disingkat (Plt.) adalal

sebagai berikut:

1. digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah
dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang
kepegawaian lebih lanjut;

2. Pelimpahan wewenang diberikan kepada pejabat struktural
setingkat; dan

3. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat
yang definitif ditetapkan.

www.peraturan.go.id
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Format:

Plt. Nama Jabatan,

Nama lengkap

NIP

Contoh:

Plt. Kepala Biro Umumnt,

Barlian, SH, M.Kes
NIP 195811191981021001

Pelaksana Harian (Plh.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana harian yang disingkat (Plh))

adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang berwenang
menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat sehingga
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu ada
pejabat semerntara yang menggantkaninya;

2. Kewenangan penandatanganan naskah dinas dikecualikan untuk
kebijakan dan keuangan;

3. Pelimpahan wewenang diberikan kepada pejabat struktural satu
tingkat dibawahnya atau yang setingkat dan berada dalam satu unit
yang sama;

4. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat

yang definitif kembali bertugas; dan

Plh: bertanggungjawab kepada pejabat definitif.

¢
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Format :
Plh. Nama Jabatan,

Nama lengkap
NIF

Contoh :

Plh. Kepala Biro Umuin,

Sumarjaya, SKM, MM
NIP 19750324 1997031003
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BAB VI
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Pengaturan tentang pengendalian mnaskah dinas merupakan tahapan

lanjutan dari penciptaan naskah dinas. Pengendalian naskah dinas harus

diikuti dengan tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut:

A. Naskah Dinas Masuk

1.

Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang diterima dari
orang/lembaga lain (eksternal). Prinsip-prinsip penanganan naskah
dinas masuk:

a. Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan di subbag
persuratar/ sub‘bag yang memiliki twgas dan fungsi
ketatausahaan.

b. Penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh
petugas atau pihak yang Dberhak menerima di subbag
persuratan/subbag yang memiliki tugas dan  fungsi
ketatausahaan:

c. Naskah dinas masuk yang disampaikan langsung kepada
pejabat atau stal unit pengolah harus diregistrasikan di unit

masing-masing.
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2. Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan
sebagal berikut:
a. Penerimaan

Naskah dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup

dikelompokkan berdasarkan Kkategori Kklasifikasi keamanan

sangat rahasia (SR) atan rahasia (R).

b. Pencatatan

1) Naskah dinas masuk dan diterima oleh petugas
penerimaan, dikelompokkan berdasarkan kategori
klasifikasi keamanan.

2) Pengendalian maskah dinas dilakukan dengan registrasi
naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas.
Registrasi naskah dinas meliputi:

a)  Nomor urut pencatatan;
b) Tanggal penerimaan;
¢) Nomor dan tanggal naskah dinas;
d) Asal naskah dinas;
€) Isiringkas naskah dinas;
f)  Unit kerja yang dituju; dan
g) Keterangan.
c. Sarana pengendalian naskah dinas antara lain dapat berupa:
1) Buku Agenda; dan/atau
2) Agenda Elektronik.
d. Pengarahan

1) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori sangat
rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan langsung
kepada unit pengolah/pejabat yang dituju; dan

2) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori
biasa/terbuka dilakukan dengan membuka, nienibaca dan
memahami keseluruhan isi dan maksud naskah dinas
untuk mengetahui unit pengolah/pejabat yang akan
menindaklanjuti naskah dinas tersebut.

e. Penyampaian
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1) Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah
sesuai dengan arahan disertai bukti penyampaian niaskah
dinas.

2) Bukt penyampaian naskah dinas masuk memuat informasi
tentang:

4) Nomor nrut pencatatar;

b) nomor dan tanggal naskah dinas;

¢) Asal naskah dinas;

d) Isiringkas naskah dinas;

e) Unit kerja yang dituju;

f) Waktu penerimaan; dan

g) Tandatangan dan nama penerima di unit pengelah:

3) Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa:
a) Buku ekspedisi;

b) Lembar tanda terima penyampaian; dan/atau

¢) Lembar Pengantar.

B. Naskah Dinas Keluar
1. Naskali dinas keluar adalah semua naskah dinas yang dikirim ke
orang/lembaga lain. Prinsip-prinsip pengendalian naskah dinas
keluar:

a. Pengiriman naskah dinas keluar dilakukan oleh tata usaha unit
pengolah.

b: Untuk surat yang bersifat biasa sebelum dikirim harus
dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan naskah dinas,
meliputi:

1) Nemor dan tanggal naskah dinas;
2) Cap Dinas;
3) Tanda tangan,
4)  Alamat yang dituju; dan
5) Lampiran jika ada.
2. Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan
sebagai berikut:

a, Pencatatan
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1) Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan
mencatat naskah dinas pada sarana pengendalian naskah
dinas keluar. Informasi sarana pengendalian naskah dinas
keluar meliputi:

a)  Nomor uruf;
b) Tanggal pengiriman;
¢) Nomor dan tanggal naskah dinas;

d) Tujuan naskah dinas;
€) Isiringkas naskah dinas; dan
f) Keterangan.

2) Sarana pengendalian naskah dinas keluar antara lain dapat
berupa:

a) Buku Agenda; dan/atau
b) Agenda Elektronik.

Penggandaan

1) Penggandaan naskah dinas adalali kegiatan memperbanyak
naskah dinas dengan sarana penggandaan vang tersedia
sesuai dengan kebutuhan.

2) Penggandaan naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas
keluar ditandatatnigani oleh pejabat yang berhak.

3) Penggandaan naskah dinas keluar yang Kkategori
klasifikasi keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan
terbatas harus diawasi secara ketat.

4) Halaman pertama naskah dinas harus menggunakan kop
asli dan penandatangan menggunakan cap basah.

Pengiriman

1) Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh wunit
pengolalr dimasukkan ke dalam amplop dengan
mencantumkan alamat lengkap dan nomor naskah dinas
sesuai dengan kategori Kklasifikasi keamanan Sangat
Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dan pembubuhan

cap dinas.
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2) Khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi
keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T),
dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya
mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan cap

dinas.

Kecepatan penyampaian

a. Amat Segera/Kilat adalah surat dinas yang harus
diselesaikan/dikirim /disampaikan pada hari yang sama
dengan batas waktu 24 jam.

b. Segera adalah surat dinas yang harus
diselesaikan/dikirim /disampaikan dalam waktu 2 x 24 jam.,

c. Biasa adalah surat dinas vang harus
diselesaikan/dikirim /disampaikan menurut urutan yang
diterima oleh Dbagian pengiriman, sesuai dengan jadwal
perjalanan caraka/kurir.

Penyimpanan

1) Kegiatan pengelolaann mnaskah dinas keluar Tharus
didokumentasikan oleh unit pengolal.

2) Naskah dinas keluar yang disimpan merupakan verbal,
konsep dan naskah dinas akhir (net) yang diparaf dan
ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan jenjang
kewenanganiiya.

3) Penyimpanan verbal, konsep dan naskah dinas akhir (net)
keluar diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan naskalh
dinas masuk yang memiliki informasi atau masalah yang

samal.
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BAB VI
PENUTUP

Pedoman Tata Naskah Dinas ini agar dapat digunakan sebagai acuan

dalam melakukan kegiatan administrasi di lingkungan Kementerian

Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK
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